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REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 136 TAHUN 2020
TENTANG
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KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020
Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka perlu
menetapkan  Keputusan Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan

Investasi 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4250) sebagaimana diubah
terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010 -2025;

5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 256);

6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020
Nomor 212);

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020
tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI 2020-2024.
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KESATU : Menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 2020-2024
sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Untuk pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2020-2024 berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten,
terintegrasi, dan berkelanjutan, akan disusun Rencana Kerja
Tahunan dari 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi
sesuai dengan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi setiap

tahun sejak berlakunya Keputusan ini.

KETIGA : Dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Road
Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 agar masing-masing
pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman dan Investasi melakukan pengawasan

secara ketat dan berkesinambungan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2020

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.
LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,

Budi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002
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LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI
KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN
INVESTASI NOMOR TAHUN 2020

TENTANG  ROAD  MAP  REFORMASI
BIROKRASI KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
TAHUN 2020-2024

ROAD MAP REFORMASI BIROKRAS] KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI 2020-2024

BAB.I
PENDAHULUAN

1.1. Kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional

Reformasi Birokrasi Nasional sudah mencapai periode ketiga dari 3 {tiga)
periode yang dicanangkan sejak tahun 2010. Di akhir masa Reformasi Birokrasi
Nasional dalam 3 (tiga) periode tersebut - diharapkan dapat mencapai bentuk
birokrasi yang berkelas dunia (World Class Bureaucracy) yang dicirikan dengan
birokrasi yang melayani publik dengan prima dan efisiensi serta efektivitas
pelaksanaan 'bir'o__krasi.- Dalam pelaksanaannya, capaian Reformasi Birokrasi
secara nasional setiap periode terdapat peningkatan capaian Reformasi
Birokrasi Nasional untuk meningkatkan kinerja pemerintahan menuju
pemerintahan yang berkelas dunia.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) pada dasarnya diarahkan agar
setiap instansi pemerintah dapat mempercepat tercapainya tata kelola
pemerintahan yang baik dan bersih, Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan
Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025. Untuk pelaksanaar operasional Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB)
2010-2025, Kementerian Pendayagunaan. Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Kementerian PANRB) diberikan mandat untuk menyusun dan
‘mernetapkan Read Map Reformasi Birokrasi Nasional setiap 5 (1ima)_' tahun. Pada
periode. terakhir pelaksanaan operasional GDRB 2010-2025, Kementerian
PANRB telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan. Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi
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Birokrasi 2020-2024. Diharapkan, GDRB 2010-2025 dan Road Map Reforimasi
Birokrasi 2020-2024 menjadi <acuan dan pedoman bagi setiap
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menyusun Road Map
‘masing-masing dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di setiap

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Gambar 1.
Grand Design Reformasi Birokrasi
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Reformasi Birokrasi juga mendorong setiap Kementerian/Lembaga/
Pemerintah Daerah agar manfaat keberadaannya dapat dirasakan l'aﬁgsun'g oleh
masyarakat. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, Reformasi
Birokrasi ‘mendesak Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah untuk terus
meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan mindset dan culture set
harus terus didorong agar  birokrasi mampu menunjukkan
perfortha/kinerjanya.

Dalam Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024, asas yang
akan dikedepankan adalah Fokus dan Prioritas. Fokus berarti bahwa
upaya Reformasi Birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah
tata kelola pemerintahan. Prioritas berarti setiap instansi akan memilih prioritas
perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya

dan tantangan yang dihadapi.
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Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024 disusun untuk
membantu menjabarkan visi misi dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMN) 2020-2024 dan arahan Presiden tentang Reformasi
Birokrasi.

Melalui Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) 2020-2024 diharapkan
mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan
kapabel sehingga dapat melayani secara cepat, tepat, profesional serta bersih
dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Tujuan pelaksanaan
Reformasi Birokrasi 2020-2024 adalah menciptakan pemerintahan yang baik
dan bersih. Dari tujuan dan hasil yang ingin dicapai tersebut, terdapat 3 (tiga)
rumusan sasaran Reformasi Birokrasi secara nasional dalam RMRB 2020-2024
yaitu:

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

2. Birokrasi yang Kapabel

3. Pelayanan Publik yang Prima
2020-2024

merupakan pengungkit utama dari pencapaian tujuan Reformasi Birokrasi dan

Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi tersebut diyakini
juga mempertimbangkan keberlanjutan dari sasaran Reformasi Birokrasi
periode sebelumnya. Berikut gambaran hubungan sasaran Reformasi Birokrasi

periode sebelumnya dengan sasaran Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Gambar 2.
Perbandingan Sasaran Reformasi Birokrasi Antar Periode
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1.2. Visi dan Misi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
1.2.1 Visi

Visi adalah keadaan masa depan yang diinginkan oleh suatu lembaga. Ini
adalah kondisi ideal, yang mungkin sulit dicapai, tetapi harus- diwujudkan
‘melalui pelaksanaan misi yang tepat.

Menteri/ 'Pim_ﬁinan Lembaga harus memiliki Visi dan  Misi
Kementerian/Lembaga yang selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil
Presiden dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal tersebut sesuai arahan
Presiden yang disampaikan pada Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 24
Oktober 2019 dan ditegaskan kembali pada Sidang Kabinet Paripurna RPJMN
pada tanggal 14 November 2019. Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024
adalah “Terwujudnya Indonesian Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong",

Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan bidang
kemaritiman dan investasi, rumusan visi Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Invetasi (Kemenko Marves) yang ditetapkan melalui Peraturan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 6 Tahun 2020
yaitu:

Indonesia, Pusat Peradaban Maritim Dunia
Untuk Mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi Indonesia, Pusat Peradaban Maritim Dunia merupakan implementasi
Visi Presiden RI: terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan-
berkepribadian berlandaskan gotong royong, yang dituangkan dalam Naskah
'RPJM Nasional 2020-2024. Visi ini dapat dimaknai bahwa -untuk mendukung
mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri. dan berkepribadian itu
adalah bentuk Indonesia akan menjadi pusat orientasi, dan/atau menjadi
rujukan dunia dalam bidang kemaritiman, Ini juga menggambarkan cita-cita
bangsa Indonesia untuk kembali meraih kejayaan di laut. Untuk menjadi pusat:
peradaban maritim dunia, Indonesia telah memiliki modal yang kuat. Karakter
bangsa bahari yang diwariskan oleh nenek moyang kita menjadi modal dasar
di samping posisi geostrategi Indoneésia, kekayaan alam yang ada, dan bonus
demografi yang dirniliki saat ini. Potensi bencana dan potensi ancaman yang

ada, justru menjadi tantangan bagi bangsa Indo‘-né'sia.
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1.2.2. Misi

Visi tanpa misi hanyalah sebuah cita-cita. masa depan. Misi diperlukan
untuk mengoperasionalkan visi yang telah dicanangkan. Misi menggambarkan
segala usaha dan/atau tindakan yang seharusnya:diambil untuk mewujudkan
visi. Sehubungan dengan visi tersebut di atas, maka dalarn mewujudkan 9 Misi
Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, Kemenko
Marves berkontribusi langsung pada Misi ke-1, 2, 3, 4 dan 5 dari 9 Misi Presiden
Republik Indonesia yang harus dilaksanakan dalam pembangunan Indonesia 5
{lima) tahun kedepan, yaitu:
1. Misi ke-1: Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
Misi ke-2: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
Misi ke-3: Pembangunan yang merata dan berkeadlilan;

Misi ke-4: Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;

SUEE SRS

Misi ke-5: Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
Kelima Misi tersebut akan dilaksanakan sejalan tugas. dan fungsi
Kemenko Marves yang diharapkan dapat melaksanakan agenda-agenda
pembangunan nasional yang terkait dengan isu-isu i bidang kemaritiman dan
investasi dalam membangun Negara. Kepulauan Indonesia menjadi negara
maritim yang mandiri, maju, dan kuat berbasiskan kepentingan nasional.
Dengan mempertimbangkan aspek sejarah, regulasi yang ada, potensi
dan pcrmaS'aiahan kemaritiman dan investasi yang ada serta arah pembangunan
nasional, tujuan pembangunan kemaritiman dan investasi adalah:
1. ‘Meneguhkan jati diri Ihdonesia sebagai negara maritim yang mandiri dan
berdaulat;
2. Mewujudkan ekonomi matitim Indonesia- yang kuat dan inklusif, sebagai
_pe_ng_g_er_ak utama perekonomian nasional;
3. Memperkuat jati diri Indonesia sebagai bangsa bahari maju berkepribadian
Iluhur;
4. Meningkatkan tata kelola Kemenko Marves yang efektif dan efisien dalam

mengakselerasi pembangunan bidang kemaritiman dan investasi.

’I‘u_]uan ini menggambarkan secara kualitatif dan lias serta berjangka
panjang mengenai kondisi kemaritiman dan investasi Indonesia di masa
mendatang. Pernyataan ini juga mempertegas. visi pembangunan kemaritiman

dan invetasi yang telah dirumuskan pada sub bab sebelumnya.
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Tuyjuan pembangunan kemaritiman dan ihwvestasi sebagaimana tersebut di
atas, dapat dicapai apabila -terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Negara kepulauan Indonesia telah menjadi hegara maritim yang mandiri,
yaitu negara maritim yang disegani-dan memiliki pengaruh kuat di forum
internasional, yang berdaulat penuh atas wilayah lautnya dan
mengutamakan kemampuan diri sendiri dalam memanfaatkan potensi dan
mengatasi berbagai masalah kemaritiman demi mencapai tujuan bernegara,
tanpa harus menutup diri terhadap kerja sama yang saling. menguntungkan
dengan pihak lain. Kedaulatan di bidang maritim ditandai dengan tingginya
peran aktif Indonesia di bidang kemaritiman, mi’nimn_ya pelanggaran
kedaulatan di laut, dan rendahnya angka korban dari bencana/kecelakaan
di laut.

2. Negara kepulauan Indonesia telah menjadi negara maritim yang kuat, yang.
ditandai dengan berkembangnya ekonomi berbasis kemaritiman yang
didukung dengan program dan kebijakan investasi unggul (menarik, zero-
risk, kemudahan usaha bagi investor), infrastruktur dan konektivitas
maritim yang maju dan seimbang antar kawasan, sistem logistik maritim
yang. efisien, produksi sumber daya alam kelautan yang bernilai tambah
tinggi, dan. berkembangnya industri, serta jasa maritim berbasis teknologi
maju. Kondisi itu diharapkan akan mendorong peningkatan kontribusi PDB
kemaritiman dalam struktur perekonomian nasional.

3. Negara kepulauan Indonesia telah menjadi negara maritim yang maju, yang
memiliki keunggulan di bidang IPTEK, literasi- maritim, sumber daya
manusia yang. inovatif dan berkarakter bangsa bahari serta menjunjung
t‘in-g_gi- budaya nusantara sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Selain
itu, daya saing bangsa juga ditandai oleh -kemampua_n menyediakan sumber
daya termasuk penyediaan modal pembangunan dalam bentuk pendanaan,
kelembagaan dan sistem tata kelola laut yang baik (good ocean governance).

4. Negara kepulauan Indonesia saat ini sudah menunjukan sebaga’i negara
potensial bagi investor asing untuk berinvestasi. Hal ini ditunjukan dari
meningkatnya atau tumbuhnya Foreign Direct Investment (FDI) sebesar
Rp.423,1 triliun di sepanjang Tahun 2019. Realisasi itu menyumbang 52,3%

dari total investasi di tahun lalu yang sebesar Rp.809,6 triliun.
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1.2.3. Tugas dan Fungsi Kemenko Marves
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019, Kemenko

Marves: mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan

pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan d_i"

bidang kemaritiman dan. investasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kemenko Marves
menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaam
kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di hidang
kemaritiman dan investasi;

b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian /Lembaga terkait dengan
isu di bidang kemaritiman dan investasi;

¢. Pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang kemaritiman
dan investasi;

d. Pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah
diputuskan oleh Presiden dalam-Sidang Kabinet;

e. Penyelesaian isu di bidang kemaritiman dan investasi yang tidak dapat
diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lémbaga dan memastikan
terlaksananya keputusan 'dirnakSud :

f. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab
Kemenko Marves;

g Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko
Marves;

h. Pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kemenko Marves; dan

1. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.
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BAB I1
EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

2.1. Evaluasi- Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator

_Bidang Kemaritiman

Reformasi ‘Birokrasi (RB) yang dilaksanakan pada periode 2015-2019
telah membawa perubahan yang cukup signifikan dalam hal tata kelola
pemerintahan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko
Bidang Kemaritman). Beberapa aspek yang bersifat.implementatif telah dipotret
ketercapaiannya, sehingga dapat menjadi acuan dalam perencanaan Road Map
Reformasi Birokrasi Kemenko Marves periode 2020-2024-.

Aspek yang ditinjau di a’n_tar-anya.kebi_jakan Reformasi Birokrasi nasional,
area perubahan sebagai komponen pengungkit program Reformasi Birokrasi,
implementasi program Reformasi Birokrasi, serta ketercapaian sasaran melalui
indikator atau alat ukur masing-masing.

Dalam. pelaksanaan RB Kemenko Bidang Kemaritiman, sejak dimulai
pada ‘tahun 2015 (efektif dilaksanakan pada 2016), pelaksanaan pengclolaan
RB masih dipimpin oleh ‘unit struktural setingkat eselon III yaitu Bagian
Pengelolaan Reformasi’ Birokrasi. Kemudian pada tahun 2019 terjadi
restrukturisasi organisasi lingkup Sekretariat Kementerian Koordinator yang
mana tugas fungsi pelaksanaan pengelolaan RB berada pada unit eselon III
Bagian Organisasi dan Tata Laksana. Implikasi dari perubahan kebijakan ini,
perlu dilakukan penyiapan kembali dokumen dasar pelaksanaan. dari 8
(delapan) area perubahan RB. Dimulai dari area perubahan Manajemen
Perubahan hingga area perubahan Pelayanan Publik.

Kemenko Bidang Kemaritiman berupaya untuk memenuhi segala
dokumen -administrasi pemerintahan yang berkaitan dengan pelaksanaan
Reformasi Birokrasi. Kelompok Kerja (Pokja) Reformasi Birokrasi Pusat dan
Pokja RB Unit turut berperan dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi pada
Kemenko Bidang Kemaritiman.

Kemajuan pelaksanaan program Reformasi Birokasi di lingkup Kemenko.
Bidang Kemaritiman pada periode pertama. sebagai Kementerian baru
dikat'egorikan baik dengan perubahan yang sangat signifikan, Hal tersebut

dapat dilihat dari kenaikan indeks Reformasi Birokrasi selama 5 tahun terakhir
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yaitu tahun 2015 dengan indeks 40, tahun 2016 indeks 60,34, tahun 2017
indeks 62,82, tahun 2018 indeks 65,95, tahun 2019 indeks 69,13.

Pada tahun 2019, kebijakan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah tidak lagi hanya di level
Kementerian namun sudah sampai dengan Unit Eselon I. Hal ini tertuang dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Menteri PANRB) nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Ke-2 Peraturan
Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi

Birokrasi Instansi Pemerintah.

Gambar 3.
Perkembangan Indeks RB Kemenko Bidang Kemaritiman 2015-2019
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Dalam rangka penguatan implementasi RB di Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah, maka telah terbit Peraturan Menteri PANRB Nomor 26
Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi
Pemerintah. Dalam peraturan tersebut terdapat beberapa perubahan kebijakan
khususnya dalam kebijakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB bagi setiap
Instansi Pemerintah. Dalam peraturan tersebut, Lembar Kinerja Evaluasi (LKE)
RB telah ditetapkan bobot nilai yang baru yaitu level pusat terdapat 3 unsur
penilaian yaitu Pengungkit dengan bobot 20%, Reform 40%, dan Hasil 40%.
Adapun pada level unit terdapat 2 unsur yaitu Pengungkit dan Reform. Dengan

mekanisme baru tersebut, diharapkan dalam pelaksanaan RB pada tahun 2020
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hingga tahun 2024 seluruh unit kerja dapat terlibat aktif dan seluruh pegawai
memahami arah perubahan dan tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi pa‘da tahun 2020-2024, Kemenko
Marves harus mempertimbangkan capaian dan hambatan dalam pelaksanaan
RB tahun 2015-2019. Di samping itu, perlu memperhatikan capaian Kinerja
instansi dan unit kerja ‘di Kemenko Marves sebagai acuan dalam pelaksanaan
RB. Kedua hal ini menjadi ruh dalam pelaksanaan RB. karena dalam
melaksanakan agenda Reformasi Birokrasi, yang perlu diketahui dan
dilaksanakan pada prinsipnya adalah perubahan ke arah yang lebih baik dan
berkelanjutan. Dengan dasar komitmen perubahan oleh segenap jajaran
pimpinan, capaian RB Kemenko Bidang Kemaritiman pada periode pertama
Road Map RB Kemenko Bidang Kemaritiman 2015-2019 berhasil memperoleh
indeks RB 69.13 atau kategori Baik.

Dalam mewujudkan agenda Reformasi Birokrasi Tahun. 2020-2024,
pelaksanaan RB harus terukur dan terarah (fokus dan prioritas) serta tidak
hanya melibatkan anggota Pokja RB Pusat dan Pokja RB Unit namun juga oleh
seluruh pegawai mulai pimpinan hingga pelaksana di lingkungan Kemenko
Marves.

Selain itu, Reformasi Birokrasi sendiri harus: dipahami sebagai media
untuk mencapai tujuan berdirinya organisasi Kemenko Marves, Oleh Karena
itu, arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kemenko Marves harus
mencerminkan birokrasi yang didesain sebagai media dalam pemenuhan visi,
misi dan tujuan organisasi. Arah perubahan dalam pelaksanaan RB di Kemenko
Marves harus: berangkat dari permasalahan yang dihadapi Kemenko Marves
dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sehingga perubahan yang dilakukan
dalam rangka pelaksanaan RB' di Kemenko Marves mampu meningkatkan
perforimance/kinerja organisasi dan. pelayanan yang efektif dan efisien kepada
stalceholder masing-masing unit kerja.

Contohnya, sumber daya pegawai/personil di lingkungan Kemenko
Marves berasal dari berbagai Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
yang memiliki latar belakang budaya organisasi berbeda-beda. Oleh karena itu
perlu dipetakan terlebih dahulu tingkat resistensi organisasi dalam melakukan
perubahan, penggalian budaya kerja organisasi Kemenko Marves, internalisasi
budaya kerja dan workshop penguatan budaya kerja organisasi serta menyusun
quick wins setiap tahun sebagai bagian dari arah pencapaian Reformasi

Birokrasi.
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'Reformasi Birokrasi di masa yang akan datang tidak lagi didasarkan pada
“dokumen administratif’ namun kepada pembuktian keberhasilan pelaksanaan
RB yang mampu mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan pada
Kemenko Marves. Seluruh pegawai Kemenko Marves juga harus menjiwai
pe‘l_aks_anaan RB bukan sebagai tugas pekerjaan yang memberatkan namun
pelaksanaan Reformasi Birokrasi bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan
pekerjaan dan juga membuat adminis'tras'i._perne'r'intahan menjadi lebih teratur

dan tepat tujuan (efektif).

2.2. Capaian Pelaksanaan RB Kemenko Bidang Kemaritiman 2015-2019

2.2.1. Manajemen Perubahan
Terdapat tiga kegiatan Manajemen Perubahan, yaitu:

1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi
Selama ‘periade 2015-2019 telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi
Kemenko Bidang Kemaritiman yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri:
Koordinator Bidang Kemaritiman Nomeor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan
Keputusan Ment_eri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 5.2 Tahun
2016 tentang Tim Reformasi Birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman. Selain membentuk Tim RB Pusat, pada unit Eselon I juga
dibentuk Tim RB unit yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan

Pimpinan Unit Eselon [ masing-masing.

2. Penyusunan Road Map RB Tahun 2015 - 2019
Kemenko Bidang Kemaritiman telah menyusun dan memiliki Road Map RB
Tahun 2015-2019 sebagai acuan/pedoman. pelaksanaan RB pada periode
2015-2019. Penyusunan Road Map RB Kemenko Marves Tahun 2015-2019
dilaksanakan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri PANRB nomor 11
Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.
Pelaksanaan dari kebijakan dan program Reformasi Birokrasi dilakukan
melalui prosés yang terdesentralisasi, serentak, dan bertahap serta

terkoordinasi.
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Gambar 4.
Cover Road Map RB Kemenko Bidang Kemaritiman Tahun 2015-2019

ROADMAP KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN
TAHUN 2015-2019

3. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

a. Peningkatan keterlibatan aktif dan berkelanjutan pimpinan tertinggi
pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

b. Komitmen Change Leader (Eselon II) dalam membangun dan membina
para Agen Perubahan.

c. Pembentukan forum dan media sosialisasi proses Reformasi Birokrasi
melalui berbagai media, seperti: tatap muka, maritime comer, jam
pimpinan, serta website (www.maritim.go.id), Melalui fitur menu khusus
pengelolaan Reformasi Birokrasi lingkup Kemenko Bidang Kemaritiman.

d. Melakukan sosialisasi dan internalisasi budaya kerja PATEN (Passion,
Accountable, Team Work, Efficient dan Effective, Networking) kepada
seluruh pegawai di lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman.

e. Mengoordinasikan perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja
(culture set) pegawai untuk mendorong terciptanya budaya kerja positif
yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel,
efektif, dan efisien di lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman.

f. Perubahan pola kerja berbasis teknologi informasi dengan dibentuk Tim
Integrasi Sistem Informasi Reformasi Birokrasi (E-RB) di lingkup

Kemenko Bidang Kemaritiman.
Adapun rincian capaian atau keberhasilan dari tujuan dan sasaran

Manajemen Perubahan pada Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 sebagai
berikut:
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‘Tabel 1.

Rincian capaian atau keberhasilan dari tujuan dan sasaran Manajemen Perubahan pada Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019

Program

Target Capalan Kriterla Kebechrailan Keglatan XKoluaran Mantaat:
Maas|emen Meningkatnya komitmea t |Tim Reformasi-Birokrasi 1 |Memhentuk tim Reformas: Birokras: Keputusan Menteri Koordinator Bidang Meningkatnya kemitmen pimpinan dan.pegawai
Perubahan pimpinan <an pegawai dalam’ Instarisi (RBI) Kemcnko Bidang | Kemaritiman Nomor 11 Tahun 2017 dalam melaksanakan perubaban kearith-yang lebib

melakukan reformasi birakmsi

Terjadinya perubaban pola pikir
dan budaya kerja

Ménurunaya risike kegagalan
yung disebabkan kemungkinan
timbulnya resistensi techadap
perubahan.

Kemasitiman-

tentang Tim RB1 Kemenko Bidang
Kemaritiman tahun 2015.2019

Menyusun ' reacanz  kega  tim R8I
Kemenko Bidang Kemacitiman

Dokumen Rencana Kerja  Tim: RBI
Kentenko Bidang Kemaritiman

Mclalesanakan rencana kerja tim RBI
Kemenko Bidang Kemaritiman

faporan pclaksanaan  kegiatant  REB1
sesual sencanaKerja tim RBI

Melakukan Evaluasi' renrana kerja: tim
RBi Kemenke Bidang Kemaritiman

Laporan Evalvasi tabunan rencana ket
tim RBI

baik.

Road:Map [Reformasi Birokrasi:Kemcnko
Bidang Kemaritiman

Menyusun Road  Map  Reforniasi
Birokrasi Kemenlo Hidang Kemaritiman
2015.2019 -vang mencakup 8 Arca
Perubahan " !

Dokumen Roadmap RB Kemcnku Bidang
Maritim Tabun 2015-2019

Mclaksanakan moattsring pclaksanaan
Roud Map B 2015,2019

Laporan pelaksanaan Monitoring RN
setiap triwulan

Prayusunan dan pelaksanan  Moncv
quick win Kemeake Bidang Kemaritiman:

SK, Penctapan Quick. Wins dan Laporan
Pelaksanaan Quick Win

- |Sosiatisasi -Road Map- RB. Kemenko

Bidang' Kemaritiman

Laporan pelaksumaan
Roadmap RB_ Kemenko  Bidang
Remarinman

sogiulisani

Pelaksanaan Reformasi Birokeasi<h Kemenko Bidang
Kemaritiman lebib ferukur dan ‘scsuai dengan
perencanaan kea.

Pemantauan dan Evaluast Reformasi

Birokrasi

. [Mclaksanakan PMPRB Kemenko Bidang

Kemaritinan oleh Asesor

Dokumen rencsna  kerja' pelaksanuan

PMPRB Kenenko, Bidang Kenianitiman

10

|Melakukan  sosizhisast rencana  kesja
pelaksanasn PMPRB.

Laporan pelaksanaan sosialiasi

oclaksannan PMPRB

11

Pemb<man pelatithan:yang.cukup bagi’
Tim"Ascssor PMPRR

Melaksanakan peiatihan bagi assesor RB
Kémenko Bidang Kemasiliman

Melaksanakan reviv kertas keiju,

Laporan rapat tim asesor RB

pelaksanaan PMPRB

Laporan pclaksanaan Imop_iféifﬁ-g_Rfi 3
berdasarkan LKE dan Evaluasi di akhir
tahun

Menyusun rencanaraksi tindak lanjut
{RATL) dan dikormunikasikan untuk
dilaksanakan

Dokumen rencana aksi tindak lanjut dan
laporan pclaksannan rencana aksi.

p an Reformass

Mempermudak penga 1ab
Birokrasi di Kemenko Bidang Kemaritiman

ferubahan-Pala Pikir dan Budaya Kegja

Workshop Penggalian nilai-nilai Budaya
Orgnisasi/Kerja di  Kemenko Bidang
Kemudtiman

Dokumen Budaya Kerja Kemenka Bulang
Weroaritiman

' | Penyusunan pifai-nitai Budaya ‘Kerja dan

Penetapan  Budaya: Kerja "PATEN® di
Kemenka Bidang Kemaritiman

17

Sosialisnsi dan Intemalisasi Budaya
Kerja PATEN ‘sccara berkala. kepada
Pimpinan- ‘dan Pcgawai .di Kemenko
Bidang Kemaritiman

Laporan So i dan Inter

Perubahan budaya keqa yang menyatukan budaya
kerja dan memberikan motivasi bagi Pimpinan. dan
Pegawai di lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman
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Program Tasget Capaian Kriteri Heberbasian Heglatan Keluaran Magfast
Hanajemen 18 Mclaksunalkan Moniloring den  Evaluasi|Laporan pelaksanaan  Momitonng  setiap;
Pesubahan pelaksonaan Budayn Kega Kemenko Bidang|triwulan  dan  @valuasi di  akhir tahun
{Kemaritiman o i hudayn kera K ko Bidang
Kemaritiman
19 Asseggment kesiapaa perubahan Laporan pelaksanaoh assessment

30 Aséessment terthadap orgarusasi {sm\klur.‘
peran, tanggung, jawab)
23 |As 1N k /kapabilitns
ot 1 untuk melal kan perubahan

22 Pemetaan Gan swvey media b ikasi di|Dok straleg manaje  pecubahan
Kemenko Bidang Kemanbman dan media kamunikas:
23 Penyusunan dokumen rsanojemen
perubahan dan  strategi komunikasi 6i
Kemenko Bidang Kcmaritiman
24 Momjtonng dan  Evaluasi pelaksannan Lsporan hasil monev pelaksanaan strategl
[swatcp mansjcmen perubahian dan strategi| manajemen perubahan dan strategi
komumknsi kemunikasi
25 Pembentukan agen perubahan Keputusan Menten Koordinaetor Bidang
Kemaritiman Nomor 93 Takiun 2019 tentan
Agen Perubahan Keroenko Bidang

Ke maritiman
26 WorksTop pengustan Agen Perubahan Eaporan pclaksanean worksliop

27 Workshop bag: Pimpinan Tinggi Pratsma Laporan pelaksanaan workshap
sébagai Change Leader (Pemimpin
Perubahan) di Kemenko Bidang
Kemaritmun

28 Peayusunan rencana kerja Agen Perubahan  okumen rencana kerja Agen Perubahao

29 Monitonng dan cvaluasi rencana kerja Agen  Laporan hasil moncv rencana kerga Agen
Perubahan Pcrubahan
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2.2.2, Penataan Peraturan Perundang-undangan

Dua kegiatan yang berkaitan dengan penataan peraturan perundang-
undangan adalah:
1. Harmonisasi

a. Pemetaan peraturan secara komprehensif melalui langkah- langkah:

1) Mendata peraturan perundang-undangan internal Kemenko Bidang
Kemaritiman yang masih berlaku dan kebutuhan pembentukan
peraturan.  perundang-undangan  internal Kemenko Bidang
Kemaritiman.

2} Mengindentifikasi peraturan perundang-undangan intérnal
Kemenko Bidang Kemaritiman yang tidak harmonis/sinkron atau
tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan nasional.

3) Mengidentifikasi kebutuhan pembentukan peraturan perundang-
undangan 'l_ainnya-.

b. .Harmoni"sasi::daﬁ.'sin-kro_nis'asi yang dilakukan melalui:

1) Pengkajian peraturan perundang-undangan internal Kemenko
Bidang Kemaritiman yang tidak harmonis/sinkron atau tumpang tindih
dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

2) -Identifikasi kebutuhan pembentukan peraturan perundang- undangan
internal Kemenko Bidang Kemaritiman guna mengatasi kekosongan
hukum.

c. Legalisasi (regulasi dan derégulasi) yang dilakukan melalui:

1) Revisi peraturan perundang-undangan internal Kemenko Bidang
Kemaritiman yang tidak harmonis/sinkron atau tumpang tindih
dengan peraturan perundang-undangan baik internal kementerian
maupun perundang-undangan nasional.

2) Pembentukan peraturan perundang-undangan internal Kemenko
Bidang Kemaritiman yang baru untuk mengatasi kekosongan
hukum.

2. Sistem Pengendalian dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

a. Terkait evaluasi. terhadap penyusunan peraturan perundang-
undangan tersebut juga dilakukan secara berkala (2 kali dalam
setahun) yaitu dari mulai bulan Januari sampai Juni dan Juli sampai
Desember.

b. Menginisiasi pembuatan Peraturan Menteri Koordinator tentang

pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan
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Kemenko Bidang Kemaritiman untuk memastikan bahwa setiap
peraturan yang dibuat sudah sesuai dengan hukum yarg berlaku.

c. Menginisiasi sistem tracking proses penyusunan peraturan perundang-
undangan di lingkup Kemenko Bidang Kemaritiman..

d. Membuat aplikasi berbasis web yang terkait. dengan pelayanan
hukum, yaitu ‘aplikasi informasi peraturan perundang-undangan
secara online yaitu website http://jdih.maritim.go.id/. Berikut ini
adalah peraturan perundang-undangan yang telah dihasilkan oleh
Kemenko Bidang Kemaritiman:

Tabel 2.
Informasi Peraturan Perundang-Undangan Periode 2015-2019

Peraturan 1 1 2 4
Keputusan
Instruksi
Peraturan 9 13 6
Keputusan 33 39 107 85 97
Instruksi
Peraturan
Keputusan
Sumber: Biro Hukum Kemenko Marves (2020)

W N

Adapun rincian capaian atau keberhasilan dari tujuan dan sasaran
Penataan Peraturan Pertindang-undangan pada Road Map Reformasi Birokrasi
2015-2019 sebagai berikut:
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Rincian capaian atau keberhasilan
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‘Tabel 3.

dari tujuan dan sasaran Penataan Peraturan Perundang-undangan pada Road Map Reformasi Birokrasi

2015-2019

Program ‘Target Capalan Kriteria Kcherhasilan "Keglatan, ‘Keluatan Manfeat
" Peraturan Perundang- Mentcunnya tumpang 1 |Pelaksankan Harmonisasi 1 {Menyusun Peraturan Menteri tentang [Telah terbit Peraturan Menteri ) [Terwijudnya Peraturan Menteri
Undangan tindih-dan disharmonisasi ) Pédoman penvusundn peratusan Perundang- |Koordinator Nomor 7 Tabun 2017 Koordinator vang berkualitas
peraturan perundangan- undangan - tentang Pedoman Penyusunan Peraturan
undangan:di Kemenko Perundang.-Undangan yang mengadopsi
Bidang Kemaritiman: UU. Na. 12 Tehun 2011
Mcningkatnya clektivitas 2 [ldcntifikasi dan invehtarisasi peraturan Dekumen inventarisasi peraturan 2-|Peraturan perundang-undangan vang
pengelolasn’ peraturan Berundang-undangan yang teleh dikeluarkan [perundang. tindangan yang telah.disusun’ dihasilkan-lebih haromonis dan tindak.
perundiang-undangan di, B dap yang masih relevan dengan kondisi tumpang tindih..
Kemenko Bidang' lingkungan eksternal Kemenko.Bidang
Kemaritiman Kemasitiman '
-3 |Pemetaan:-dan pemilaban peraturan Dokumen hisil pemetaan peraturan yang | 3 |Peraturan perundang-undangan yang
Perundang-undangan yang tumpangtindib.  |tumgpang tindih dan yang lidale tumpang memberikan. kemudaban:dan kelancaran
dan‘yang Udak turapang tindih tindib. dalam pemberian pelayanan
4 |Menyempurnakan /mengubsh /deregutast Dokumen  peraturan:  perundangan-| 4 |Tersedianva peraturan yang.cfcktl dan
berbagai peraturan perundang-undangan vang|udangan yvaog lebih relevan dan - tidak cfisien”
dipandang:tidak relevan lagi, (tmpang-tindif, [tumpang undih
atau dishannonis dengan peraturan
peruridang:undangat. lain;
2 [Pclaksanaan Pepgendalian. | 5 [Melakukan moriitoring peayusunan peraturan [Laporan  pelaksanaan monitoring  per
Penyusunan Peraturan Pcrundangan intcrnal Kemenko Bidang triwulan perkembangan progiam legislast
Perundangundangon di Kemaritiman scsuai dengan peraturan Menteri|di tahun berjalan.
Kemenko Bidang tentang Penyusunan Peraturan Perundang-
Kemaritiman undangan )
6 |Mclakukan cvaluasi sccara  berkala dan|Hasil cvaluasi - peraturan perundang:
berbagai peraturen perundang-vundangan yang|undangan yang sedang-diberlakukan
sedang diberlakukan; A
7 |Penyusunan rencana régulasi dan'deregulasi  |Dokumen program legislasi Kemaritiman
{pencabutan dan/atan pembentukan dan' Investasi 5 tahunan (P3MK).
peraturan Pecundang-undangan pengganti) v
terhadap peraturan Perundang-undangan’
yang-tuinpang tindih '
§ |Mengindentifikasi pélaksanaan pengendalian  |Laporan-identifikasi pelaksanaan

penyusunan peraturan perunddng.undangan

pehgendalian peraturan perundang-
undangan
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2.2.3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Terkait dengan Penataan dan Penguatan Organisasi, Kemenko Bidang
Kemaritiman telah melaksanakan .kegiatan Restrukturisasi/Penataan
Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman sesuai
dengan perkembangan yang ada. Elemen yang menjadi objek penataan
organisasi Kemenko: Bidang Kemaritiman adalah nomenklatur, kesesuaian
struktur dengan kinerja, jabaran tugas dan fungsi, beban kerja, dan
menempatkan kelompok tugas dan fungsi yang berdekatan fregrouping) pada.
setiap unit kerja. Produk yang dihasilkan adalah Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Marves..

Adapun rincian capaian atau keberhasilan dari tujuan dan sasaran
Penataan dan Penguatan Organisasi pada Road "Map Reformasi Birokrasi 2015-
2019 'sebagai berikut:
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Tabel 4. _
Rincian capaian atau keberhasilan dari tujuan dan sasaran Penataan dan Penguatan Organisasi pada Read Map Reformasi Birokrasi 2015-
2019

Program Target Capaian. Kriteria Keberhasilan Kegiatan Keluaran Manfaat:
Pecnguatan Oxganisasi | 1 |[Mcenurunnga tunpang tindik 1 |Organisasi-Tepat Ukaran 1 |Evaluasi strukilur organisasi untak 1 |Dokumen hasil cvaluasi:organisasi sesual Tersclenggaranya kelembagaan
' ' tiigas dan fungsi unit kerja di dan I'cpat Fungsi meniloi kelepalian fungsi dan Perncopan Nomor 67 tahun 2011 dan pemerintahan yang tepat ukuran, tcpat
lingkungan Kemenko Bidang ) ) kutepatan ukuran 6rganisasi- Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2018 fungsi, tidak tumpang:tindib-dan hersinergi
Kemaritiman i ’ C antar unit kérja sehingga mampu mendorong
' upaya perwujudan tata kelola pemerintahan
yanj¢ bail
2 |Lvaluasi organisasi untiik’ mengukur
jcnjang organisasi dan kescsuaian
struktir-organisasi dengan kincrja
yang dihasilkan '
3 |Evaluasi organisasi untuk
menganalisis kemungkinan dupliiasi
fungsi dan wmpang tindih fuagst
dengan unit kerjalain
‘2 [Meaningkatnya kapasitas Penataan 4 |Evaluasi organisasi untuk
organisasi/kelembagaan Kelembagaan/Organisasi menganalisis adanya pejabat yang
Kemenko Bidang K¢maritimar niclapor kepada lebih dari seorang’
dalam menjalankan tugas dan afasan.
fungsi
‘§|Penyusunan rencana.restruktucasi 2 |1: Naskah Akadeniik pcrubahifn organisasi
organisast di' Kementerian:Koordinator 2, Peraturan Menteri Koordinator Nomor 2
sesuai rencang strategis Tahun 2019 tentang Perubahan SOTK. Kemenko
) Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015
6|Penguatan unit kecja di lingkungan 3 "?F?‘.-‘-‘!“"-'. 'F“‘Ts'de'.’fl\_-{f’_mm‘gz Tahup 2019
Sékretasiat Kementerian Kootdinator :cn[f_ang-l(emc_nlko Marves s
yanj mendngani fungsi organisasi, o aporan Cp‘;a_ ‘?3_5"2_";’:5:;“3«‘1_2‘051‘;“‘"
tata laksand, pelaganan publik, dan grmenpan Nomor g9:tahun 20,
képegawaian
7|Peclaksanaan sosialisasi struktur Laporan pelaksanaan sosialisasi SOTK
organisasi dan tatakerja
8|Pelaksanaan moditoring din cvaluasi Laporan hasil monitoring dan ¢valuasi
Organisasi
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2.2.4. Penataan Tata Laksana
Penataan Tata Laksana dilakukan melalui tiga kegiatan, yaitu:

1. Business Process dan SOP
Kemenko Bidang_ Kemaritiman telah menyusun peta proses bisnis yang
menggambarkan keseluruhan keterkaitan kegiatan antar masing-masing
unit organisasi Kemenko Bidang Kemaritiman yang ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 162 Tahun
2019 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman. Di samping itu, Kemenko Bidang Kemaritiman telah memiliki
‘SOP pada masing-masing unit kerja berdasarkan peta proses bisnis yang
telah disusun. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator
Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 193 Tahun 2019 tentang Standar
Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan jumlah SOP yang ditetapkan
berjumlah 509 SOP. Adapun jumlah SOP Kemenko Bidang Kemaritiman
vang disusun ‘tahun 2015-2019 (sampai dengan penetapan Kepmenko
193/2019) dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. _
SOP Kemenko Bidang Kemaritiman Periode 2015-2019

- L 4 L

2 1 63 0
i3 Deputi II 0 63 27 8 28 63
4 Deputi IIT 0 63 10 0 63 63
5 Deputi [V 0 63 10 0 49 49
6 Deputi V - = - - - -
7 Deputi VI - - - - - -
8 Inspektorat 0 13 (6} 10 25 41
“Jumlah 5 395 57 104 | 330 509

Sumber: Biro Hukum Kemenko Marves (2020)

2. Pemantauan dan Evaluasi SOP
Kemenko Bidang: Kemaritiman secara berkala telah melakukan monitoring
dan evaluasi (monev) t_erhadap pelaksanaan SOP di lingkungan Kemenko
Bidang Kemaritiman. Hasil dari monev SOP ini bertujuan untuk

meningkatkan pelayanan dan kinerja setiap unit kerja di lingkungan
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Kemenko Bidang Kemaritiman.
Pelaksananaan monev SOP me'liputi'_z'.asp'ek-,- yaitu:
1. Aspek administratif dan teknis
Dilakukan oleh tim monev SOP-¢ ari bagian yang membidangi organisasi
dan tata laksana dengan melak 1kan pengisian ealam form yang telah
disusun.
2. Aspek capaian hasil/manfaat atas diterapkannya SOP
Dilakukan melalui pengisian kuesioner yang yang terdiri dari 2
kuesioner/survei;
a. Kuesioner/Survéi untuk Internal Pegawai Kemenko Bidang
Kemaritiman.

b. Kuesioner/Survei untuk Stckeholder (penerima layanan).

Adapun Hasil dari Monev SOP adalah sebagai berikut:
1. Aspek-.administratif dan teknis
Secara keseluruhan, SOP yang ada di Kemenko Marves telah sesuai
dengan format yang ada pada Permenko Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Namun ada
beberapa ada beberapa hal mendasar yang ditemukan dalam SOP, di
antaranya:
A. Aspek Administratif
1) Komponen Dasar Hukum, yaitu peraturan perundang-undangan
sebagai petunjuk operasional yang mempunyai hubungan atau
keterkaitan langsung dengan SOP:
a.Masih terdapat dasar hukum yang tidak mempun'yai/'tidak
langsung mempunyai hubungan dengan SOP (data hasil monev
terlampir).

b. Masih terdapat penulisan dasar hukum yang keliru;

c. Terdapat dasar hukum yang sudah tidak berlaku.

2) Komponen tugas dan fungsi, yaitu kesesuaian SOP dengan ruang
lingkup tugas dan fungsi serta uraian jabatan unit kerja dan/atau
pejabat yang bersangkutan:

a. Masih terdapat SOP yang tidak sesuai dengan tugas dan
fungsi unit kerja;

b. Masih terdapat uraian jabatan yang belum ada SOP-nya.

jdih.maritim.go.id



https://jdih.maritim.go.id

-25.

B. Aspek Teknis
Secara keseluruhan sudah memenuhi kaidah yang ada dalam
Permenko Nomor 4 ‘Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Koordinator
Bidang Kem_aritir_'nan dan Investasi.
2. Aspek capaian hasil/manfaat atas diterapkannya SOP
Hesil evaluasi penerapan SOP dari tiap-tiap unit kerja secara
keseluruhan menunjukkan:
a. SOP mampu mendorong peningkatan kinerja.
SOP mudah dipahami.
SOP mudah dilaksanakan.

Semua orang dapat menjalankan perannya masing-masing.

=3

o o

(_D.

Mampu mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan proses.

)

SOP mampu menjawab kebutuhan peningkatan kinerja organisasi,
serta

g. SOP bersinergi satu dengan lainnya.

Berdasarkan hasil survei dari responden yang berpartisipasi pada
monev pelaksanaan SOP baik dari internal pegawai Kemenko Marves
maupun dari stakeholder (penerima layanan) yang telah dilaksanakan
pada tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan 30 Juni 2020, secara
keseluruhan didapatkan hasil bahwa perierapan SOP pada Kemenko
Marves mencapai 83%. Hal ini melampaui dari target yang ditetapkan.
yakni 75%.

Seiring terjadinya perubahan nomenklatur di Kemenko Marves, telah
dilakukan penyesuaian dan penyusunan SOP kembali khususnya unit
kerja baru. Pada tahun 2020 (data per 30 Juni 2020) Kemenko Marves
telah menyusun dan mengesahkan sejumlah 211 SOP baru

sebagaimana terlihat pada tabel 6 berikut ini:
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Tabel 6.
Jumlah SOP yang Telah Disahkan Tahun 2020

'Inspelktorat

Biro Perencanaan <
‘Biro Hukum -
Biro Umum 2
Biro Komunikasi g
Deputi 1 -
Deputi 2 53
Deputi 3 -
Deputi 4 49
Deputi 5 49
Deputi 6 49
TOTAL 211

Sumber; Biro Hukum Kemenko Marves (2020)

3. E-government.

Kemenko Bidang Kemaritiman telah menerapkan manajémen berbasis
teknologi informasi untuk mendukung kinerja yang efektif dan efisien
dalam kerangka RB. Strategi dan rencana pengembarngan IT Kemenko
Bidang Kemaritiman telah dituangkan dalam dokumen Information
Technology Master Plan. (ITMP). Dalam kaitan tersebut, Kemenko Bidang
Kemaritiman telah membangun sejumlah ap‘likasi untuk mendukung
penerapan e-government yang dikelompokkan dalam 3 fungsi, yaitu
pelayanan internal untuk para pegawai, pelayanan eksternal kepada
mitra K/L dan masyarakat, dan berbagai aplikasi yang bersifat Ad Hoc
yangdigunakan dalam jangka waktu tertentu sesuai kebutuhan. Seluruh
aplikasi tersebut dibuat untuk memberikah pelayanan yang terbaik
kepada masyarakat serta menjaga akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi
kerja Kemenko Bidang Kemaritiman secara keseluruhan.

Sebag_ai bentuk pengembangan e-government, Kemenko Bidang
Kemaritiman telah membangun sistem yang akan mengintegrasikan
sistem ‘informasi dari seluruh unit kerja lingkup Kemenko Bidang
Kemaritiman, sebagai upaya mencapai tujuan transformasi digital.

Beberapa aplikasi unggulan sebagai berikut:
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Tabel 7
Daftar Aplikasi Sistem Informasi

. SIKAP

. SIMONA

. SIMASKOMAR
. SIRUNGA

AW -

1. Sistem Informasi
Kehadiran Pegawai
2. Monitoring Anggaran

3. Monitoring
Manajemen Aset
4. Pengendalian dan

Monitoring Ruang
Rapat

UM ey

. sikap.maritim.go.id
. aplikasi (Desktop)
. aplikasi (Desktop)
. aplikasi (Desktop)

2. SMARTVES

perkantoran

2 | Biro 1. e-laporan 1. Penilaian Mandiri 1. elaporan.maritim.g
Perencanaan |2. e-planning Kinerja Unit di o.id
3. Sistem Kemeénko Marves 2. eplanning.kemenko
Informasi 2. Pelaporan periodik maritim.id
Kinerja Maritim (mingguan dan 3. sik-maritim.id
(SIK-M) bulanan)
3. Perencanaan kinerja
unit Eselon 1
4. Pengelolaan data
kinerja dalam bentuk’
pengukuran
kinerja,pemantauan
progress kegiatan
dan realisasi
anggaran.
3 | Biro 1. Website 1. Website Kemenko 1. maritim.go.id
Komunikasi Kemenko Marves. 2. aplikasi (Desktop)
Marves 2.Pendukung layanan '

4 | Biro Hukum

1. JDIH Maritim
2. é-rb maritim

1.Publikasi Kebijakan,
Keputusan, Peraturan
Kemenko Marves

2. Penilaian Mandiri

Implementasi

Reformasi Birokrasi

Internal

—

. jdih:maritim.go.id
. e-rb.maritim.go.id

& | Inspektorat |SIANDALAN ASIK  |Sistem informasi tindak
lanjut hasil pemeriksaan
BPK RI

6 | Deputi I MIS Aplikasi pemantauan

iprogram deputi dan
pencarian data surat
masuk
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7 _Depu-tiI II 1. Website Deput:
I
2. sifarasmutia

3. simoniks
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I

2. Sistem perjalanan
dinas di deputi II
3. Sistem manajemen

kebijakan strategis

1. maritim-d2.org/

2. www.sifarasmutia.
net/

3. simoniks.maritim.g
o.id

8 | Deputi III

9 | Deputi IV 1.SatuGarpu

2. SIPLANET

1. Aplikasi pengelola
lkeuangan

2.Sistem _pen__g'elola’a‘n.

laporan kegiatan
elektronik

1. deputi4.maritim.go
.id/satugarpu

2.deputi4.maritim.go
id/siplanet/

Sumber: Biro Komunikasi Kéemenko Marves (2020)

4, Keterbukaan Informasi Publik.

Kemenko Bidang Kemaritiman. berupaya memberikan informasi publik

.yan_g

terbaik dan terpercaya melalui

website Kemenko Bidang

Kemaritiman dan media- sosial, dan juga telah secara aktif melakukan

sosialisasi mengenai pelayanan informasi publik sesuai dengan Undang-

Undang Keterbukaan Informasi Publik:

Berbagai inovasi dibangun untuk memuedahkan dalam p_e_nyampaian

informasi secara akurat, tepat, dan berkualitas. Di antaranya yaitu

website maritim.go.id, aplikasi PESAN, JDIH, E-RB, dan banyak sistem

lainnya yang bisa diakses oleh publik maupun stakeholder terkait.

Adapun rincian capaian atau keberhasilan dari tujuan dan sasaran

Penataan Tatalaksana pada Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 sebagai

berikut:
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Tabel 8.

Rincian capaian atau .keberhasi'_lan dari tujuan dan sasarar Penataan Tatalaksana pada Road Map Reformasi Birolarasi 2015-2019

Target Capaiag

Kriterla Kéberbasilan

‘Heglatan

Hcluoran

¥anfaaf

Penguntan Tatalakzana

Mcningkatnya penggunadin teknalogi'| .

informasi .dalam proses.
pcnyclcnggaraan ‘pemerintshan di
Kemcenko Bxdang Kemarmman

Peta Prosecs. Bisnis dan SOP

Penyusunan dan penetapan pela proscs
bisnis -

SK Mcnteri Koordinator Nomer 3G2 Tahun 2019
tentang Pcta Proses Bisnis di’ Kémenko Bidang
Kemaritiman

Terselenggaranya proses bisnis dan
presedurkeria yung efektif dan efisicn dan
(erinlegrasi  ~

Tersedianya sister aplikasi yang dapat
meningkatkan kincrja, c[cklwltas dan
cfisiensi dalam men]alankan tugas. dan
Tungsi uait kerga

| Tersclenggaranyn pelayanan informasi

kcpada publik secara baik

Tersclenggm:\nya keagsipan berbasis
clcktronik yang clcktil

lingkungan unit kerja. Kemenke B:dang
Kemaritiman

Mcningkatnya efisicnsi dan 2 |Penyusunan-dan penetapan SOP yang, SK Menteri Koordinator Nomor 193 Tehun 2019
cfektivitas, proses penyelenggaraan sclasar dengan’ pcta Proscs bisnis. téntang SOP-di Kemenko Bidang Kcmaritiman
pemcrintahan di Kemenko- Bxdang
Keraaritiman.
' {Meningkatnya kinerja di Kemenko 3 |Pelaksanaan monitoring dan evoluasi Laporan- hasil.monev impleméntasi proscs bisais
Bidang Kcmaritiman preses bignis don SQP ilan SOP 4 Kcmcn.ko Bidang Kemaritiman
"|Kualitas pengelvlaan arsip lebih baik Pelal E-G t 4 [Penyusunan cctak biru {Biue Print) Dokumcn blue print peng gan 1T Ke 1
’ [pengembangon E-Government di Kemenko | Bidang Kemaitiman dn!am waktu 3 tahun
Bidang Kcmaritiman
S |Inventansasi kebutuhan aplikasi di

Dokumen inventarisasa: kebutuhan apikasi

6

Melakukan sosialisasi mengenai, B~
Government i lingkungan Kemenko
Bidang ch_r_mngm’m

Rencana aksi aplikasi yang. akan.disusun

Melaksanakan. bimbingan ickius
penggunaan aplikasi B-Government di
lingkungan Kemenko Bidang Kemearitiman

1 pelak ialisasi 1ai E-

Govcrmcnl di- Imgkungan Kemenko Bxd:mg
Kemaritiman

Melakukan Monitoring setiap triwulan dan
o_mpeng asian E-

G-vemmcnl diJingkungan Kemenko
Bidang Kcmari¥man

Laporan-pclaksanaan bimbingan teknis kepada
sclursh unit kerja pengguna aplikasi

Melakuken Monitoring sctinp twulon dan

|semester mengenai pengaplikasian E-

Government di lirigkungan Kemertko
Bidang Kemaritiman

Laporan pchksanaan moniwnng bcnap tiwulan
dan evaluasi di akhic- tahun dan rencana
tmdakla:gut

kebijakim Kelerbukaan
Informasi Publik

0

Penyusunan kebijakan terkait
Keterbukaan [nformasi Publik

Pcnyusunan Peratoran Menteri Kootdinator
tentang’ keterbukaan informasi publik di
Kemenko Bidang Ketaritiman

11-|Penyusunan SOP terkait pclaynnan OP pelayainan Informasi Publik Kemenko
informast publik Bldang Kemaritiman
12 |Inventarisosi data Kemienko Bidang Dokwucn inventarisas: data Kemenko Maritim

Kemaritiman yang.ekan dipublikasi

yang bisa dlpubhkasﬂ(an sesuii- Pcnnenko

]Marlhm tentang XIP
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Program

Target Copalan

Kriteria Keborghasilan

Keglatan

Keluaran:

Manfaaf

13:

Melaksanakan menitoring sctiap
triwutanan dasi semesteran tcrhadap
pitaksanaan pélayanan informasi di
lingkungan Kemenko Bidang
Kemaritiman

Laporan pelaksanaan monitaring setiap
triwulan terhadap pelaksanaan pelayanan
informasi-publik Kemenka Bidang
Kemaritiman

14

Mclaksanakan cvaluasi terhadap
pelaksanann pelayanan inforimas: di
lingkungan Kewenko Bidang
Kemaisitiman

Caporan pelaksanaan cvaltasi di akhir @hun
denpan rencana tindak lanjut untuk tahun
mendatang

Mclaksanakan tindak lanjur. terhadap
hasil monitoring dan evaluasi
pclayanan infarmast di lingkungan
Kemenko Bidang Kemaritiman

Rencana:Ketja, untuk tahun mcnd_a__uang
sesuai dengan rencana tindak lanjut
berdasarkaun -hasil evaluasi

Pengcloluan Arsip

16

Penyusunan Peraturan Menteri
tentang Klasifikasi Arsip di
Lingkungan Kemenka Bidang
Kemaritiman

Naskah. dinas Kemenko Bidang Kemaritiman

Permenke Bidang Kemaritiman wntang Tata

17

Milakukan fdentifikasi dan
periyusunan jenis klasifikasi acsip

Lapc-ran'pél:alc‘sanaanr_p_c_.n'garsir}nn dokuineni

18

Menyusun Peraturan menteri tontang
Penataan Arsip AUl dan tnaktif (alibh
Mecdia) Kemenka Bidang Kemaritiman

Permenke Bidang Kemaritiman tentang
Penalaan arsip aktif"dan inaktif

19

Pengewmbangan sistem aplikasi
pengélolaan Arsip

Sistern aplikasi pengclolaan arsip

20

Mclakukan Identifikasi arsip akid
dan inaktif

Laporan identifikasi arsip-aktil dan inaktif

21

Melakukan penyusunan arsip.aktil
dan inaktif

22

Sostalisasi tatycara )
pengkKlasifikasian arsip, penataan,

jdan tata persuratan;

lsiporan pelaksanaan: sosialisasi tata
petsuratan

23

Implementasi pengelolaan dan
penataan arsip, tata persuratan
scsuni lata naskah dinas

Laporan pengimplementasian tata nasikah
dinas dan persuratan sesuai dengan
Peanenko Maritim

24

Pemarttauan dan, cvaluasi terhadap
implcmentasi pengeloiaan dan
penalaan arsip, seria #ata persuratan
terhadap ctektivitas dan c(isiensi tata
kelola administrasi Kemenko Bidang
Kemaritimar, '

'|Lapotan pelaksanaan moniwring setiap

triwulan-dan cvaluasi di akhir tahun dengan
menyertakan rencana tindak lanjut untuk
12hun mendatang
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2.2:5, Penataan Sistem Manajemen SDM
Dalam program penataan sistemn’ manajemen sumber daya manusia

aparatur, Kemenko Bidang Kemaritiman telah melaksanakan sejumlah upaya,

‘yakni:

1. Penataan Sistem Rekruitmen Pegawai’
Rekrutmen pegawai Kemenko Bidang Kemaritiman berjalan secara
transparan dan dapat dipercaya dengan pemberlakuan standar ISO
9001:2008 yang didukung oleh teknologi informasi yang memadai melalui
pendaftaran seleksi CPNS on-line. Proses Penerimaan Pegawai Transparan,
Objektif, Akuntabel dan Bebas KKN. Pembenahan yang dilakukan oleh
Kemenko Bidang Kemaritiman yaitu dengan menggunakan Computer
Assisted Test (CAT) sebagai metode tes. penerimaan pegawai yang objektif
dan dapat dipercaya.

2. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
Kemenko Bidang Kemaritiman felah melakukan .kegia‘tan pényusunan
dokumen analisis jabatan di seluruh jabatan yang ada di lingkungan
Kemenko Bidang Kemaritiman. Dokumen Anjab kemudian digunakan
sebagai bahan untuk menetapkan kebutuhan pegawai pada masing-masing
unit kerja yaitu' Dokumen Analisis Beban Kerja.
Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan
berdasarkan Petmenko Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Permenko Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementeriéin Koordinator Bidang Kemaritiman saat ini masih tahap
finalisasi penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja..

3. Evaluasi Jabatan
Telah dilakukan evaluasi jabatan di lingkungan Kemenko Bidang
Kemaritiman berdasarkan Permeénko Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Permenko Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja' Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Hal ini tertuang
dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Keputusan Menteri Koordinator
Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 191 tahun 2019 tentang Kelas
Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi,
Kemenko Marves juga telah menyelesaikan evaluasi jabatan sesuai

Permenko Nomor 2 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko
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Marves. Hasil evaluasi jabatan telah disampaikan kepada Menteri PANRB
melalui surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor
B-1278/MENKO/MARVES HK.08.06/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 perihal
Permohonan Persetujuan Kelas Jabatan Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi. Pelaksanaan evaluasi jabatan ini dilakukan
dengan melihat kondisi:

a. Informasi faktor jabatan telah disusun.

b. Peta jabatan telah ditetapkan.

c. Kelas jabatan telah ditetapkan.

4. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan.

Asessmerit Individu,

Dalam melakukan pengisian jabatan pada jabatan administrasi, Kemenko
Marves melakukan seleksi melalui Assesment Individu, sehingga
penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi.

Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Kemenko Bidang Kemaritiman sangat mendorong peningkatan kapasitas
pegawai, hal-hal yang telah dilakukan ‘di antaranya yaitu mendorong
pegawal untuk mengikuti short course baik luar dan dalam negeri, Diklat
Teknis, Diklat Manajerial seperti Diklat PIM.

Promosi Jabatan Dilakukan Secara Terbuka

a. Adanya leélang jabatan pimpinan tinggi pratama.

b. Adanya lelang jabatan pimpinan tinggi madya.

c. Adanya lelang jabatan administrator.

d. Adanya lelang jabatan pengawas.

Penerapan Sistem Pénilaian Kinerja

Sistem penilaian kinerja pegawai yang berlaku saat ini yaitu dengan
men’g"gunakan. sasaran kinerja pegawai (SKPJ.

Adapun penilaian kinerja Kemenke Bidang Kemaritiman sudah berbasis
Balanced Score Card (BSC) melalui aplikasi SIK-M. Outputnya yaitu
cascading kinerja dalam bentuk pohon kinerja sampai ke level Eselon IV.
Pembangunan/pengembangan database pegawai

Untuk pelaksanaan kegiatan ini Kemenko Bidang Kemaritiman
mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)
Kemenko Marves yang terpadu -dan terintegrasi, berbasis web dan user
friendly yang dapat dikembangkan sesuai Kkebutuhan organisasi.

Pengembangan SIMPEG dimulai dengan pembangunan Sistem Database
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Kepegawaian terkomputerisasi, yang diarahkan mampu berhubungan
(inter-koneksi) dengan SIMPEG Nasional.
Adapun rincian capaian atau keberhasilan dari tujuan dan sasaran
Penataan Sistem Manajemen SDM pada Road Map Reformasi Birokrasi 2015-
2019 sebagai berikut:
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Tabel 9.

Rincian capaian atau keberhasilan dari tujuan dan sasaran Penataan Sistem Manajemen SDM pada Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019

Program

Penguatan Sistem
Monajemen Aparatur

‘Target Capaian

{ Meningkatnya transpasansi
dan akuntabilitas
pengelolaan SDM Aparatur
di lingkunigan Kemenkeo
Bldang Kemaritiman

Kriteria Kcberbasilan

1 Ferencanaan kebutuhan
pegawai sesuai dengan
kebutuhan organisasi

Keglatzan

Menyusun analisis jabatan dan analisis
beban kerja sesuai lugas fungsi jabatan
serta melakukan pemetaan pegaway
berdasarkan kebutuhan dan jenis jabatan,
pegawai existing

Kelneran

Dokumen Analisis Jabatan (Anjab),
Analisis Beban Kerja {ABK) dan Pcta
Kebutuhan Jabacan dan Pegawai

2  Mengevaluasi dan memvalidasi secara 2 Dokumen hasil evaluasi dan validasi
berkala analisis jabatan dan analfsis beban Anjab dan ABK Kemenko Bidang
keija Kentariiman
3 Menyusun dokumen bezetling yang berisi 3 |Dokumen Bezetting (persediaan pegawai)
persedivan pegawai saat ini Kemenko Bidang Kemaritiman uatuk S
Tahun
4 Menyusun dan menciapkan rencana 4 Dokumen Formasi dan Peactapan Talent
redistribusi pegawai Poal Kemenko Bidang Kemaritiman
2 Meningkatnya disiplin SDM 2 Proses pencerimaan pegawal S Melakukan perumusan €an penetapan 5 Dokumen kebijakan sistem rekruitmen
‘Aparatur di lingkungan transparan, objektif, akuntabel kebijakan sistem rejguitmen dan seleks: dan scleksi ASK di Kemenko Bigang
Kemenico Bidang dan bebas dari KKN sccara transparan dan berbasis kompetensi Kemaritiman
Kemarcitiman di lingkungan Kemenko Bidang
Kemaritiman
6 Mcnyusun, mengevajuasi/melakukan 6 Dokumen SOP
penycmpumnaan SOP Sistem pengadaan
dan seleksi pegawal secara transparan dan
terbuka
7 Imlementasi rekruitmen pegawat secara T Pelaksanaan rekruitmen pegawai
transparan dan berbasis kompecensi
8 Mciokukan evaluasi terhadap pelaksanaan 8 )aporan hasil evalaasi pelaksanaan
relkruitmen pegawai rekruitmen
3 Meningkatnya efektivitas 3 Pcngembangan Pegawsi 9  Penyusunan kamus kompetenst dan 8 Dokumen Kainus Kompetensi dan
wmangjemen S®M Aparatur berbasis kompe:tensi stondar Rompetensi jabatan di Kemenko Standar Kompetensi Jabatan
di lingkungan Kemenko Bidang Kemariliman
Bidang Kemarntiman 10 Inventarisasi kebutuhan organisasi 10 Daftar/dokumen kebutuhan organtsasi
terhadap kompetensi pegawai terhadap kampeleasi pegawai
1]l Penyusunan analisis kebutuhan dikflat 11 |Dokamen analisis kebutuhan diklat
12 Penyusunan pedoman pengembangan 12 |Pedoman pengembangan diklat
diklat struktural, fungsional, dan tcknis struktural, fungsional dan teknis
13 Pelaksanaan diklat pcngembangan dasn 12 [Laporan pelaksannan dik!at kompetensi
peningkatan kompetensi pegawai ASN pegawai
14 Monitoring dan evaluasi implementasi 14 taporan monev hasil pelaksanaan diklat
dikiat pcgawai ASN
15 Penyusunan pedoman pola kanir pegawai 15 Pedoman pola karir pegawai ASN
ASN
16 Penyusunan kebijakan tugas-belajar dan 16 Pedoman pelaksanaan tugas belajar dan
_ ifin belajar ijinn belajar
4 Meningkatnya 4 Promost Jabatan dilakukan 17 Konsultasi dan koordinasi dalam rangka 17 Pcrumusan. Penetapan dan Pelaksanaan
profesionalisme SDM secara terbuka pembenahan sistcm dan pengawasan Kebljakan Sistem Promost Secara
Aparatur di lingkungan dengan Komisi ASN Terbuka
Kemenko Bidang 18 Melakuken promosi jabatan berdasarkan 18 Dokumen hasil promosi jabatan

Kemaritiman

kompetensi pegawai, kincrja dan selektil

~ jdih.maritim.go.id

Manfaat

Dalam waktu $ tahun jumiah pegawai Kemenlw
Maritim yang ideal telah tersusun dan
terpenuhi dengan memperhatikan kompetens!
dan syarat pendidikannya

2 |Seleksi cekrutmen secara tansparan, abyektif

4

5

10

dan bebas KKN

Mcningkatnya ketepatan antara kompetenss
dan kualifikasi calon pegawai dan pejabay
Kemenko Bldang Kemaritiman

Penempatan SPM aparatur sesuai dengan
persyaratan jabatan

Pengembangan kasir sdm aparatur berbasis
pentlaian kinerja

Peningkatan nilai capaian SKP

Penurunan pelanggaran disiplin

Terwuyudnya sistem informasi ASN vanyg
handal, update, dapai diakses dengan mudah
dan terintegrasi

Tersedianya taient peol di lingkungan Kemenko
Bidang Kemaritiman

Pemanlaatan database profile kompetensi célon
dan pejabiat tinggt ASN dapat diakses sccara
mudah daa handal
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Program

Target Capaian,

Kriterla Keberhaailas:

Kegiatan,

Keloaran

Manfast

Penguatan Sistem
Manajemen Aparatur

ASN untuk kebutuhan premasi, mutasi
pegawai dan lain scbagainya

19 |Mclakukan assessmen pegawai dalam- 19 |Dokumen hasil nssessment pegawai ASN
rangka.pelaksanaan tolent poal pegawai ASN '
20 [ldentifikasi kebutuhan jabatan yang akan 20 |Laporan hasil identifikasi jabatan,
méndukung falent pool
21 |Merumuskan kriteria talent yang 21 |Rurnusan kriteria talent yang dibutuhkan
dibutubkai (pendidikan, %incga dana-
jabatan) ’
5 |Penctapan Kinerja [ndividu 22 |Mclakukan penyusunan indikator kinerja 22'1Perumusan dan Penetapan Kebijakan:
) individu berdasarkan. padaindikator’ Pemanfaatan Assessment Center
kinerja: unit/atasannya o
23 |Menyclenggarakan pelatihan/bimtek: 23 |Laporan penyclcnggaraan diklat/timtek
penyusunan ‘Sasaran Kinerja Pegawai (SKP] '
24 |Penyusunan kebijakan terkait pelaksanaa | 24 |Dokuymen-SKP
ey ! .
25 |Moniforing dan evaludsi implemeniasi 25 |Laporan monev hasil pelaksanaan
penyusunan SKP penyusunan SKP )
6 |{Penegakan afuran disiplin/kede | 26 {Pcnyusunan kebijakap/pedoman terkait 26 {Pedoman Kode'Etik Pegawai ASN
etik/kode ik peritaku pegawai aturan disiplin /kede ¢tik pegawii ASN Kemenkg Bidang Kemaritiman
' Kemenko Bidang Kemaritiman i
27 |[Sesialisasi dan internatisasi 27 |Laporan hasil sasialisast
kebtjakan/pedoman kode etik Kemenko
Bidang Kemaritimar.
28 |Mcnitoring dan evaluasi implementasi 28 [Laparan menev pelaksattaan kebijakan
pedoman kebijakan kade etil pegawal kedeetik pegavi ’ '
7 |Pelaksanaan. Lvaluasi-Jabatin 29 |Pcnyusunan informasi fakior jabatan- 29 {Perumusan dan Pénetapan Kebijakan
) ) ) Rewnrd and Punishment Beebasis Kinerja
30 |Menyusunan, mcnganalisis dan 30 {Penctapan nilai dun-kelas jabatan
menetapkun Rilai-dan: K¢las Jabatan
8 |Sistem Informasi Kegawaian 31 |Melakukan: pembangunan sistem informasi |31 |Sistem Inforinasi ASN Kemenko Bidang
ASN berbasis IT Kemgfitiman '
32 |Melakukan pengembangan sistcn infermasi | 32 |Fengembangan sistem informasi ASN
ASN berdasarkan kebutuhan arganisas! Kemenko Bidarg Kemaritiman
33 [Melakukan bimtek penggunaan aplikasi 33 |Laporan bimtek penggunaan aplikasi
sistem informasi ASN
34 [Melakukan updating data/ASN secara, 34 [Updating data sistem informasi ASN
beérkala el =
35 |Menggunakan data pada sistem.infeanasi |35 |Dokumen/laporan terhadap

pemanfaatan sistcovinformasi

jdih.maritim.go.id
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2.2.6. Penguatan Akuntabilitas
Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:
1. Perencanaan Program dan Kegiatan

a. Rencana Strateg_i-s Kemenko Marves Tahun 2020-2024 telah disusun
dengan pendekatan BSC, telah ditetapkan dengan.Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 6 Tahun 2020;
dan ditindaklanjuti dengan penetapan Renstra Eselon I oleh masing-
masing Eselon I.

b. IKU Kemenko Bidang Kemaritiman telah ditetapkan melalui
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 81 Tahun
2018 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman.

c. Dokumen Penetapan Kinerja secara berjenjang mulai dari level 2
sampal level 0. Telah dibangun sistem aplikasi pereéncanaan kinerja
dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dalam dengan Website
maritim.go.id.

d. Target kinerja setiap triwulan telah diinput pada aplikasi “SIK-
M”.

2. Pemantauan dan Péngukuran Kinerja

a. Pemantauan dan pengukuran kinerja unit kerja dilakukan secara
online‘yaitu melalui Sistem Informasi Kinerja Maritim.

b. Hasil pengukuran kinerja setiap tahunnya digunakan sebagai bahan
‘penyusunan Laporan. Kinerja Kemenko Bidang Kemaritiman.

c. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja di lingkungan Kemenko Bidang
Kemaritiman telah 'dilaksanakan sampai tingkat eselon III setiap
triwulan.

d. Hasil pengukuran kinerja dibahas pada Rapat Pimpinan Kemenko
Bidang' Keémaritiman, untuk perbaikan lsinerja pada triwulan
berikutnya.

e. Pengukuran kinerja individu pegawai melalui SKP Kemenko Bidang
Kemaritiman telah dilakukan:

1) Sesuai PP No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja
PNS: Sasaran Kerja Pegawai (SKP) = 60% dan Perilaku Kerja = 40%.
2) Dengan menggabungkan antara IKU individu yang dituangkan

dalam kontrak kinerja individu dengan IKU organisasi.

jdih.maritim.go.id
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3. Pelaporan Kinerja Kemenko Bidang Kemaritiman

a. Menyajikan -analisa dan .evaluasi capaian kinerja dengan
membandingkan antara capaian kinerja masing-masing indikator
dengan target tahun be-r’jalan_,. target sampai akhir RPJMN/Renstra
dan prestasi tahun sebelumnya.

b. Menjadi salah satu pembahasan dalam rapat koordinasi pimpinan
yang membahas evaluasi kinerja lingkup Kemenko Bidang
Kemaritiman dan pemantapan rencana kinerja ke depan.

c. Telah disusun laporan kinerja unit eselon I dilingkungan Kemenko
Marves setiap tahunnya.

d. Laporan kinerja telah di-upload pada websiter Kemenko Bidang
Kemaritiman.

4. Evaluasi Atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Kemenko Bidang Kemaritiman
Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di
lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman telah dilakukan oleh
Inspektorat Kemenko Bidang Kemaritiman pada setiap Unit Kerja Eselon
1, meliputi evaluasi kinerja program/kegiatan strategis. Sedangkan untuk
penilaian ‘SAKIP level Kementerian dinilai oleh Kementerian PANRB.
Berikut ini adalah tabel Capain Nilai SAKIP Kemenko Bidang Kemaritiman
Tahun 2016-2019:

Tabel 10.
Capaian Nilai SAKIP
1 LT
J Akuntabilitas -'I<|Zin'erjI a :
Kemenko Bidang 58,04 (CC) | 63,54 (B) 66,99 (B) | 68,59 (B)

Kernaritiman

‘Sumber: Lembar Hasil Evaluasi SAKIP Keme_nterian PANRB
Adapun rincian ‘capaian atau keberhasilan dari tujuan dan sasaran

Penguatan Akuntabilitas pada Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 sebagai

berikut:

jdih.maritim.go.id
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Tabel 11.

Rincian capaian atau keberhasilan dari tujuan dan sasaran Penataan Penguatan Akuntabilitas Kinerja pada Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019

Program

Penguatan Akuntadilitas
Kinerja

Target, Capaian

i Meningkatnya Kinerjs
Kemenko Bidang
Kemaritiman

2 Meningkatnya Akuntabilitas
Kemenko Bidang
Kemaritiman

Kriter]a Keberhasilan

1 Keterlibatan Pimpinan

2 Pengelotaan Akubiliias
Kinerja

Kegilatan

Penyusunan dan pembahasan
rencane strategis Kemenko Bidang
Kemarsitiman dan unit cselon I

Keluaran

Dokumen rencana stralegis

2 Penyusunan dan pembahasan 2 Dokumen Perjanjian Kinerja
peranjian kinerga Menteri, JOT,
Jabatan Administrasi, Fungsional dan
Pelaksana

3 Penyusunan dan pecmbahasan IKU 3 Dokumen Manual IKU
dan manual [KU

4 Manitoring dan evaluasi capaian 4 Laporan hasil monev capaian kinerja
kinerja dan anggaran Kemenko Bidang dar anggardn
Kemaritiman dan unit kerja secara
berkaia

5 Penyusunan program prioritas S |Dokumen program priotitas
Kemenko Bidang Kemaritiman

6 Monitoring dan cvaluagi capaian 6 |Laporan hasil monev capdian program
program prioritas Kemenko Bidang proritas
Kemaritiman

7 Monitonng dan evaluasi 7 |Laporan hasil monev capaian/target
capajan/target nasional {KSP} K/L di naswanal (KSP}
bawah koordinasi Kemenko Bidang
Kemaritiman

8 Penyusunan pohon kinerja/qusiniding 8 |Dokumen pohon kinerja Kemenko
sasaran dan indikator kinedja vnit Bidang Kecmaritiman
secara besjenjang

9 Melaksanakan rencana 9 Laporan pelaksanaan rencana aksi
aksi/tindaklanjut hasit monev capatan
kiinerja dan anggaran dan program
prwaritas

10 Penyusunan dan penctapan kebijokan 10 Pedoman kebijakan SAKIP di Kemenko
terkait penyelenggaran SAKIP dj Bidang Kemaritiman
Kemenko Bidang Kemaritiman

11 Penyusunan pedoman standar i1 Pedoman sundar keluaran kebijakan
keluaran kebijakan

12 Pembangunan dan pengembangan 12 Sistem Aplikasi Informasi Manajemen
Tclmnalogi Informasi dalam Manajemen Kinerja Maritim
Kincija.

13 Pembinaan dan internalisasi 13 Laporan pelaksanaxn pembinaan dan
pengelolaan sistem dkuntabilitas internalisasi SARIP di lingkungan
kinerja di Kemenko Bidang Kemenko Bidang Kemaritiman
Kemaritiman

14 Penyusunan laporan capaian kinetja 14 lLaporan capaian kidega Kemenko

Kemenko Bidang Kemaritiman dan
unit kerja secara berkala

Bidang Kemaritiman dan unit ketja

1

Manfaat

Terwujudnya penyelenggean sistem akuntabilitas
kinerjit yang lebih cepat, tepat dan ekurat di
Kemenke Bidang Kemariiiman

Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinetja dan

keuangan di Kemenko Bidang Kemaritiman

Terwujudnya manajemesn pemcrintahan yang cfektif,
transparan dan skuntabel serta bevoricntasi pada
hasil

Adanya keselarasan kinerja antar individu dan uait
organisasi

jdih.maritim.go.id


https://jdih.maritim.go.id

-39-

2.2.7. Penguatan Pengawasan
1. Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai
quality assurance dan consulting.
Pelaksanaan pengawasan di lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman
telah dilaksanakan dengan memperhatikan besaran risiko yang melekat
pada masing-masing aktivitas/kegiatan dengan menerapkan pengawasan
berbasis risiko. Kegiatan Quality Assurarice diprioritaskan pada kegiatan
pengawasan Reviu Laporan Keuangan, Reviu Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian /Lembaga (RKA-KL), Reviu Laporan Kinerja, Reviu Kebutuhan
Barang Milik Negara (BMN), Evaluasi SAKIP, dan Evaluasi Pengadaan
Barang dan Jasa. Untuk kegiatan consulting diprioritaskan pada kegiatan
pemberian ‘pendampingan terhadap para pelaksaha anggaran dan risk
assessment terhadap seluruh unit eselon 1.
2. Pengendalian Gratifikasi
Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Koordinator tentang Pengendalian
Gratifikasi di Lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman Program dibentuk
Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang bertugas menerima laporan
gratifikasi, memilah kategori gratifikasi dan meneruskan laporan gratifikasi
kepada KPK.
Untuk meningkatkan pemahaman tentang gratifikasi kepada seluruh
pegawai Kemenko Bidang  Kemaritiman  telah  dilaksanakan
sosialisasi/desiminasi/ workshop kerja sama dengan KPK, yang diikuti oleh
para Pejabat Eselon I sampai dengan Pelaksana, serta penandatanganan
komitmen pengendalian gratifikasi yang disaksikan oleh KPK.
Penandatanganan komitmen ini sebagai rangkaian dari berbagai kegiatan
terkait dengan pengejawantahan penerapan pengendalian gratifikasi dalam
rangka mewujudkan Kemenko Bidang Kemaritiman yang Transparan,
Bersih, Melayani tanpa Korupsi.
3. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
a. Implementasi SPIP diwujudkan dengan dibentuknya Tim SPIP di lingkup
Kemenko Bidang Kemaritiman, dengan tugas menyusun rencana kerja
SPI dan melaksanakan SPI di -unit kerja Eselon I lingkup Kemenko
Bidang Kemaritiman.
b. Berdasarkan Laporan Hasil Audit BPK-RI sejak tahun 2016-2019

Laporan Keuangan Kemenko Bidang Kemaritiman 4 (empat) tahun

jdih.maritim.go.id
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berturut-turut mendapatkan opini dari BPK RI dengan predikat Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP),
c¢. Penilaian Risiko (Risk Assesment)
Dengan pendampingan dari Tim BPKP seluruh unit kerja eselon 1 telah
‘melaksanakan penilaian risiko {risk assessment} dengan hasil berupa
laporan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada tingkat eselon 3.
d. Nilai integritas Kemenko Bidang Kemaritiman
Nilai Integritas Kemenko Bidang Kemaritiman merupakan nilai kualitas
pelayanan publik atas persepsi pengguna layanan terhadap praktek korupsi
yang terjadi di lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman. Nilai integritas
merupakan hasil Survei Integritas yang dilakukan oleh Kementerian PANRB.
Penilaian indikator Nilai Integritas dilakukan oleh Kementerian PANRB, dengan
tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance dan clean

government.

Nilai Integritas 3,47 3,50

4. Penanganan Pengaduan Masyarakat
Kemenko Bidang Kemaritiman telah memiliki website untuk pengaduan
masyarakat salah satunya melalui aplikasi. berbasis web yaitu PESAN.
Pengaduan masyarakat akan diproses oleh unit kerja yang menanganiisu
sesuai pengaduan termasuk layanan bantuan hukum.

5. Penanganan Benturan Kepentingan
Untuk nielaksanakan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan
Kemenko Bidang Kemaritiman telah diterbitkan Peraturan Menteri
Koordinator No 8 tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan
Kepentingan. Untuk internalisasi peraturan tersebut dan meningkatkan
pemahaman tentang penanganan benturan kepentingan telah
dilaksanakan sosialisasi dan workshop kepada pejabat dan pegawai di
lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman kerja sama dengan KPK dan
Kementerian PAN dan RB. Sebagai tindak lanjut, setiap unit kerja eselon
1 telah memetakan bentuk-bentuk benturan kepentingan yang mungkin

terjadi dan langkah-langkah penanganannya.

jdih.maritim.go.id
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6. Pembangunan Zona Integritas (ZI)

Dalam rangka Pembangunan Zona Integritas telah dilaksanakan

beberapa kegiatan, yaitu:

- Pencanangan Pembangunan Zona Integritas yang dihadiri dan
sekaligus dilakukan penandatanganan oleh Menteri Koordinator,
Menteri PAN dan RB, Ketua KPK dan Ketua Ombudsman RI.

- Pengembangan 4-unit Eselon 1 yang akan diusulkan menjadi Zona
Inte_g_ritas;

- Pembangunan ZI pada 4-unit Eselon 1 untuk diusulkan sebagai
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);

- Telah dilakukan evaluasi atas 4-unit eselon 1 dan telah diusutkan ke
Kementerian PAN dan RB.

7. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)

a. Rekomendasi Hasil pengawasan APIP telah disampaikan kepada
seluruh pimpinan unit kerja dan telah ditindaklanjuti.

b. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan jumlah SDM APIP
sudah cukup memadai namun dari segi kualitas masih perlu
ditingkatkan;

c. Anggaran yang disediakan sudah cukup memadai

d. Perencanaan kegiatan pengawasan dalam Program Kerja Pengawasan
Tahunan (PKPT):telah disusun sesuai dengan kepentingan stakeholder
dan disusun berdasarkan risiko

e. Kapabilitass APIP berdasarkan penilaian Indeks Internal Audit
Capability Model (IACM) oleh BPKP berada pada level 3 dengan catatan
yaitu belum adanya telaahan sejawat dan belum adanya kegiatan

audit kinerja.
Adapun rincian capaian atau keberhasilan dari tujuan dan sasaran

Penguatan Pengawasan pada Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 sebagai
berikut:
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Tabel 13.

Rincian capaian atau keberhasilan dari tujuan dan sasaran Penguatan Pengawasan pada Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019

Program

Penguatan Pengawasan

Target Capalan

1 |Meningkatnya Kepaluhan
tethadap Pengelolaan Keuangan

2 IMeningkatnya Efektivitas
Pengelolaan Keuangarn

3 Meningkatkan Status Opini
BPK terhadap Pengeolaan
fKcuangan

4 Menurunnya tingkat
penyalahgunaan wewenang dan
benturan kepentingan

Kriterla Keberhasilan

| Penanganan Gratilikasi, Pengaduan
Masyarsgkat, dan Benturaa epentingan

2 Penerapan SPIP

3 Pembangunan Unit Ketja Zona Integritas

5

2

Kegiaten

Menyusun Kebijakan Graufikasi,
Pengaduan Masyarakat dan Benturan
Kcpentingan

Public campaign gratifikasi, pengaduan
masyarakat dan benturan lepentingan

Implementasi Penanganan Gratilikasi,
Pengaduan Masyarakat dan 8enturan
Kepentingan

Tindakalanjut hasit Evaluasi
penanganan gratifikast, Pengaduan
masyarakat, dan benturan kepentingan

Penyampalan Laporan Harta Kekayaan
Penyelcnggaraan Negara (LHXPN} dan
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil
Negasra (LHKASN)

Mcnyusun Regulasi tentang SPIP di
lingkup Kemenko Bidang Keinaritiman

Keluaran

Dokumen Kebijakar Gratifikasi,
Pengaduan Masyarakat dan Benturan
Kepentingan

Laporan Pusiic Campaign

Laporan Jumtah Penanganan Gratifikasi.
Pengaduan Masyarakat dan benturan
kepentingan

Laperan Hasil Evaluas:

Laporan LHKPN dan LHKASN

Keputusan Sekretaris Kementerian
Koordinater Nomor SKEP-
9/SESMENKO /MARITIM/IX /2016
tentang Satuan Tugas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Kemenko Bidang

nyusunan Manajemen Resko pada
masing-mastng Unil kerja

3

E

<«

i

Sosialisasi SP} kepaclit seluruh unit kegya

Keimnaririman

Dokumen Manajcmen Reslko masing-
masing tinit Ketia
Laporan Sosialisasi SPL

Manfaat

Terwujudnya Kemenko Bidang
Kemaritiman yang cfesien dan cfektif
dalam pengelotaan keuangar scrta
penyalahgunaan kewcnangan

Terselenggaranya Sistem Pengendatian
internal yang baik di selurub unit kegja

Pefaksanian Pemantavan Pengendalian
[ntcmal

Penetapan Level Maturirtas SPI
Sesialisasi Pembangunan Zona integritas
dan Penandatangan Komitmien Bersama
Pembangungan Zona Integntas Menuju
Unit Keija WBK dan WBBM

2

Melakukan Pengisian LKE Zf dan
Penilaian Mandiri Pembangunan Zona
Integritas

Usutan Unit Kerja 2 Kemenko Bidang
Kemaritinian

4 Mctakukan monitoring dan ecvaluasi

pciaksanaan pembangunan Zona
Intcgritas di unit ketja

Laporan Pemantauan Pengendalian
Intcryral

indcks tevel Maturitas SP

Laporan Sesiafiasi Pembangunan Zl dan
Dokumien Penandatangan Komitmen

Dokumen [«mbar Kerja Evaluasi 21
Laporan dan Dokumen Usulao Unit
Kcria ZI Kemeuko Bidang Kemaritiman

Laporan hasil monev pclaksanaan
pcmbangunan Zona Integritas

Tersclenggaranya pelayanan bebas
korupst dt Kemenko Bidang Kemaritsman
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2.2.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Dalam Program Peningkatan Kualitas. Peldyaan Publik, Kemenko Bidang

Kemaritiman telah melakukan sejumlah kegiatan strategis sebagai berikuit:

1. Telah ditetapkan Peraturan Menteri Koordinater Bidang Kemaritiman
Nomor :8 Tahun 2016 tentang Standar Prosedur Operational Layanan
Informasi Publik di Lingkungan Kemenko-Bidang Kemaritiman.

2. Partisipasi Stakeholder dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Upaya Kemenko Bidang Kemaritiman melibatkan stakeholder dalam
penyelenggaraan pelayanan publik yaitu sinkronisasi kebijakan, fasilitasi
penyelesaian isu-isu yang terhambat pada K/L di bawah koordinasi

Kemenko Bidang Kemaritiman.
Adapun rincian capaian atau keberhasilan dari tujuan dan sasaran

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Road Map Reformasi Birokrasi
2015-2019 sebagai berikut;
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Tabel 14.

Rincian capaian atau keberliasilan dari tujuan dan sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019

Program

Peninghkatan Kualitas
Pelayanan Publik

Target Capalan

1 |[Meningkatnya Kualitas
pelayanan pubtik di Kemenko
Bidang Kemaritiman

2 Meningkatnya Jumlah Unit
Pelayanan yang memperolch
standardisasi pelayanan
Internasional Kemenke Bidang
Kemaritiman

3 Meningkatkannya [ndeks
Kepuasan masyarakat wrhadap
pelayanan publik Kemenko
Bidang Kemantiman

Kriterin Keberhasilan

—

Pcnerapan standar pelayanan publik
Kemenko Bidang Kemaritiman

2 Budaya Pclayanan Prima

3 Pengelolaan Pengaduan berbasis
Tekavlogi inlormasi

4 Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan

Kegiatan

Kebijakah Standar Pelayanan Kemenko
Bidang Kemaritiman

Keluaran

Peraturan Mcateri Koordinator Bidang:
Kemaritiman Republik Indoncsia Nomor
8 Tahun 2016 Tcntang Standar Proscdur
Operasional Layanan informasi Pubdlik
Di Lingkungan Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman

Dokumen SOP Pelaksansan standar
pelayanan publikk Kemenko Bidang
Kemaritiman

Dokumen identifikasi standar pelayanan
publik Kemenko Bidang Kemaritiman

Laporan Sostalisasi Budaya Pelayanan
Prima

Dokumen Inovasi Budaya Pelayanan
Prima {Infografis, Karikatur, d1))
Sistem Pengaduan berbasis website

[Dokumen SOP Pcngaduan Pelayanan

SK Uait Pengelola Pengaduan Pelayanan

Laporan ‘Nndak {anjut Pengaduan

Sistem Kepuasan Layaxnan

2 |SOP Pclaksanaisn Standar Pelayanan 2

3 |Review Standar Peluyanan 3

1 [Sosiahsasi Budaya Pelayanan Prima 8

2 |inovasi Pelayanan 2

§ Membanghn Sist¢em Pengaduan 1

2 Mcenyusun SOP Pengaduan Pelayanan 2

3 Mcmbentuk Unit Pengelola Pengaduan 3
Pelayanan

4 Penyusunan Tindaklanjut Pengaduan 4
dan Evaluasi Penanganan Pengaduan

1 Membangun Sistem Survei Kepuasan 1
Pelayanan

2 Pcngeldiaan Portal Internet T2

3 Pengclolaan Welsite 3

4 Pengelolaan Sistem Jaringan Dokumen 4
dan tnformasi

S Penyebarluasan Data dan informasi 5

6 Melakukan Monitoring dan Evaluasi 6

sctiap triwuian dan semester techadap
pelaksanaan digltalisasi pelayanan
Kemenko Bidang Kemaritiman

Laporan pengclolaan IT Kemenko Bidang
Kémaritiman

webstte . maritim.go.id
website ; Jdih.maritim.go.id

{aporan pelayanan data dan informasi

Laporan monitoring dan Evaluasi
pelaksanaan digitalisasi pelayanan
Kemenko Bidang Kemaritiman setiap
trisvulan.

Manfast

Stakehelder memperoleh: Informasi
tentang Kemaritiman secara cepat dan
akurat
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2.3. Faktor Kunci Keberhasilan Reformasi Birokrasi

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dalam pelaksanaan
Reformasi Birokrasi pada fase I, mengalami penguatan fungsi sebagai
Kementerian Koordinator, yaitu dengan d-_ite_ta_pkan_ Peraturan Presiden Nomor
92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi, sehingga Kemenko Marves memiliki. fungsi utama Sinkronisasi,
Koordinasi, dan Pengendalian <vyang mengkoordinasikan 7 (tujuh)
Kementerian/Lembaga yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan,.
Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,
Kemernterian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan
Badan Koordinasi Penanaman Modal. Jika dilihat dari sudut normatif,
koordinasi diartikan sebagai kewenangan unituk menggerakkan, menyerasikan,
menyelaraskan, dan menyeimbarigkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau
berbeda-beda, agar semuanya terarah pada pencapaian tujuan tertentu pada
saat yang telah ditetapkan.

Dalam ilmu Pemerintahan, dipahami dalam arti luas Eksekutif termasuk
militer dan polisi, legislatif, dan yudikatif adalah aparat yang dibayar-oleh yang
dilayani (rakyat) melalui negara untuk memberikan pelayanan publik terbaik
kepada rakyat. Hal tersebut selaras dengan tujuan koordinasi yaitu
menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi, mencegah konflik, serta
memelihara iklim yang saling responsif-antisipatif setinggi mungkin melalui
sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan, dan kesinambungan -antar kegiatan.

Oleh karena itu, sebagai organisasi pemerintah Kemenko Marves
melakukan upaya pencapaian visi, misi; dan kinerja yang dilaksanakan dengan
penuh semangat dan melibatkan semua aspek yang mendukung. Faktor kunci
keberhasilan Reformasi Birokrasi di Kemenko Marves antara: lain:

1. Komitmen semua level manajemen dan unsur pimpinan dalam mengawal
program Reformasi Birokrasi Kemenko Marves.

2. Dalam seluruh tahap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenko Marves,
komitmen pimpinan selalu didapatkan, salah satunya ditandai dengan
penandatangan kesiapan Kemenko Marves untuk renelaksanakan program dan
rencana Kkerja Reformasi. Birokrasi, serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi
‘menjadi fokus prioritas kegiatan Kemenko:Marves.,

3. Internalisasi Reformasi Birokrasi melalui integrasi kegiatan, utamanya

terkait revolusi mental aparatur Kemenko Marves. Pada hakikatnya,
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seluruh pelaksanaan program dan Kegiatan di Kemenko  Marves merupakan
program dan kegiatan yang mengalami proses perbaikan secara terus
menerus, dengan fujuan utama untuk kepentingan masyarakat.

4. Internalisasi nilai-nilai budaya kerja organisasi dan pentingnya melakukan
perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set). Menanamkan
dan melaksanakan nila-nilai budaya kerja organisasi Kemenko Marves serta
melakukan perubahan mindset dan culture set kepada seluruh jajaran
pegawai Kemenko Marves dengan menggunakan pendekatan emosional
quotient dan spritual quotient yang dilaksanakan secara terprogram dan
berkala akan menumbukan semangat kebersamaan dan memacu seluruh
pegawai dalam meningkatkan kinerja organisasi.

5. Mengerahkan seluruh sumber daya untutk mendukung Reformasi Birokrasi.
Keterlibatan seluruh komponen organisasi dan pengerahan sumber daya
yang ada merupakan salah satu bentuk komitmen dan keseriusan Kemenko
Marves untuk mensukseskan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemenko
Marves. Upaya pengerahan seluruh sumber daya dijalankan seiring dengan
peningkatan efisiensi penggunaan anggaran dan efektifitas pemanfaatan
prasarana dan sarana.

6. Pelaksanaan  Reformasi  Birokrasi secara  konsisten. Reformasi
Birokrasi di lingkungan Kemenko Marves diupayakan menjadi kebutuhan
Kemenko Marves, tidak hanya ketika Reformasi Birokrasi menjadi prioritas
Pemerintah, tetapi sudah merupakan kebutuhan organisasi.

7. Pencapaian dan peningkatan target secara berkesinambungan, Pada
dasarnya Reformasi Birokrasi adalah sesuatu yang dilakukan untuk tujuan
birokrasi yang lebih baik.

8. Upaya perbaikan dilakukan secara terus-menerus, holistik, terstruktur,
dan berorientasi pada hasil. Upaya perbaikan terus menerus akan
dilakukan baik dari sisi dokumen (akan menjadi living document) maupun

pada tahap implementasi, serta monitoring dan evaluasinya.

2.4. Permasalahan Pelaksanaan RB Kemenko Bidang Kemaritiman
2.4.1 Manajemen Perubahan
Permasalahan Reformasi Birokrasi secara nasional yang ' juga
terjadi di Kemenko Bidang Kemaritiman terkait manajemen perubahan
adalah:

1. Peran dan fungsi birokrasi masih belum optimal.
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Reformasi masih dianggap sebagai penugasan semata belum melekat
pada pelaksanaan tugas-sehari-hari.

Agen Perubahan di level unit kerja masih belum optimal dalam
menunjukkan perubahan yang sudah dilaksanakan dalam lingkup
unit.

Budaya kerja organisasi sudah diinternalisasi secara menyeluruh
kepada seluruh pegawai di lingkup Kemenko Bidang Kemaritiman,
namun pelaksanaanya belum dimonitor dan dievaluasi. Perubahan
mindset dan culture set terhadap ciri birokrasi yang selalu menunggu
dan saling berharap, sehingga harus diubah agar menjadi lebih baik,
yaitu birokrasi mau melayani dengan sepenuh hati (willing to give good
seruvices), inovatif, serta mempercepat (faster) layanan dan bukan

sebaliknya.

2.4.2 Deregulasi Kebijakan

Beberapa permasalahan di dalam penataan peraturan perundang-

undangan di Kemenko Bidang Kemaritiman antara lain:

1.

Pengaturan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
pembentukan substansinya tidak konsisten, sehingga menyulitkan
dalam perumusan dan pengharmonisasian penyusunan peraturan
perundang-undangan.
Masih adanya egoisme sektoral dari masing-masing instansi
terkait/unit kerja eselon 1.
Peraturan  Perundang-undangan  tidak  harmonis.  setelah
diidentifikasi, analisis dan pemetaan serta diintegrasikan dengan
BPHN, namun belum dievaluasi secara berkala terhadap
pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut.
Perubahan nomenklatur struktur organisasi tidak sepenuhnya
sesuai kebutuhan pencapaian tujuan kementerian.

Salah satu langkah yang harus dilakukan dalam penyusunan
peraturan perundang-undangan yaitu perlunya dilakukan konsultasi

publik guna mendapatkan tanggapan/masukan terhadap rancangan

peraturan perundang-undangan yang sedang disusun, hal ini perha

dilakukan guna mengetahui tingkat penerimaan stakeholder -apabila

suatu peraturan perundang-undangan telah berlaku serta perlunya

koordinasi dengan stakeholder terkait.
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2.4.3 Penataan Organisasi
Pelaksanaan penataan organisasi umumnya tidak melalui
penyusunan peta proses bisnis yang menjadi urusan utama di setiap level
organisasi. Idealnya dalam penataan organisasi didahului dengan
melakukan penyusunan peta proses bisnis setiap level organisasi. Masih
belum dilakukan secara masif sosisalisasi dan internalisasi tugas dan
fungsi serta uraian tugas jabatan yang ada dalam struktur organisasi
Kemenko  Bidang Kemaritiman. Hal ini sesuai dengan hasil survei
integritas jabatan yang dilakukan Kementerian PANRB tahun 2019.
2.4.4 Penataan Tata Laksana
Beberapa permasalahan dalam. penguatan area perubahan tata
laksana di Kemenko Bidang Kemaritiman adalah sebagai berikut:

1. Proses bisnis dan SOP pada umumnya belum dijadikan acuan dalam
pengintegrasian program dan melakukan prosedur kerja.

2. Penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi secara umum
belum berjalan selama periode 2015-2019.

3. Belum tersedianya media center dan tidak berjalannya secara optimal
layanan informasi publik.

2.4.5 Penataan Sumiber Daya Manusia (SDM) Aparatur
Beberapa  permasalahan di dalam  Penguatan  Sistem
Manajemen Siumber Daya Manusia (SDM) Aparatur di Kemenko Bidang
Kemaritiman adalah sebagai berikut:

1. Rumusan indikator kinerja individu dalam Perjanjian Kinerja belum
selaras. dengan rumusan penilaian kinerja individu yang dituangkan
dalam sasaran kerja pegawai (SKP).

2. Adanya perubahan kebijakan dalam manajemen ASN yaitu
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen PNS, maka perlu penyesuaian yang lebih intens lagi
dalam penataan manajemen SDM;

3. Bertambahnya urusan, tugas dan fungsi Kemenko Marves,
meningkat pula beban kerja Kemenko Marves. Sementara untuk
pemenuhan kebutuhan jumlah pegawai dipengaruhi oleh kebijakan
moratorium pembatasan dalam pengisian formasi pegawai yang

dibutuhkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
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4. Belum _se'imbangny'a antara jumlah pegawai yang ada dengan
kebutuhan organisasi baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi;

5. Belum adanya penyusunan pola karier pegawai di lingkungan
Kemenko Marves;

2.4.6 Penguatan Pengawasan

Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi, salah satu
penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem
pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku
negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi, sehingga berubah
menjadi sebuah kebiasaan. Oleh karena itu, perubahan perilaku koruptif
aparatur harus pula diarahkan melalui perubahan atau penguatan
sistem pengawasan. Program penguatan pengawasan yang efektif di
lingkungan pemerintah diwujudkan dengan membangun transparansi
tata kelola pemerintahan dan menjalankan reformasi birokrasi.

Permasalahan Reformasi Birokrasi yang masih terjadi di Kemenko
Bidang Kemaritiman terkait penguatan-sistem pengawasan antara lain:

1. Pengendalian internal telah dilakukan, namun belum seluruh unit
kerja menerapkan secara efektif untuk memastikan bahwa setiap
kegiatan yang dilakukan akan berdampak pada pencapaian tujuan
organisasi.

2. Belum ditetapkannya whistleblower system di lingkungan Kemenko
Bidang Kemaritiman.

3. Telah melakukan upaya pembangunan Zona Integritas, tetapi belum
mermiliki unit kerja yang berhasil memperoleh pred'ikat menuju WBK
atau WBBM.

4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Auditor melalui
kegiatan Diklat, Seminar, Workshop, dan Konferensi agar dapat

melaksanakan kegiatan pengawasan secara efektif dan efisien.

2.4.7 Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Beberapa permasalahan di dalam Penguatan Akuntabilitas Kinerja
adalah sebagai berikut:
1. Pelaksanaan pengukuran kinerja masih dilakukan triwulanan,
sehingga kurang cepat dalam mengatasi permasalahan yang timbul

dalam pelaksanaan kegiatan.
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2. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan evaluasi program belum
secara optimal memberikan umpan balik perbaikan akuntabilitas
kinerja dan efektifitas program.

3. Belum melakukan penyelarasan antara kinerja yang akan dicapai
dengan anggaran riil yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan
terhadap h__asi'_l_/ kinerja serta melakukan perbaikan atas hasil
pemantauan capaian kinerja melalui perencanaan kinerja untuk
tahun berikutnya,

4. Penilaian kinerja individu yang sesuai dengan Kkinerja organisasi
_pada seluruh formasi jabatan belum menjadi dasar pemberian
reward (pemberian tunjangarn kinerja) dan punishment bagi yang

tidak mencapai kinerja.

2.4.8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan publ':ik merupakan cerminan suatu instansi
Pemerintah, kualitas pelayanan yang efesien, efektif dan profesional
serta’ terbuka akan membangutr kepercayaan publik. Kendala yang
masih ada dalam meningkatkan pelayanan publik sebagai berikut:
1. Masih belum tersedianya fasilitas pelayanan yang maksimal.
2. Belum maksimalnya inovasi terhadap kepuasan pelayanan di

semua unit kerja.

3. SDM aparatur belum memiliki jiwa melayani dengan maksimal

kepada. stakeholder.
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BAB 111
ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS REFORMASI BIROKRASI
KEMENKO MARVES

3.1. Lingkungan Reformasi Birokrasi
Faktor lingkungan yang dimaksud dalam Road Map Reformasi
Birckrasi Kemenko Marves 2020-2024 ini adalah hal-hal yang mempengaruhi
jalannya Reformasi Birokrasi Kemenko Marves ketika menjalankan tugas dan
fungsinya yang terkait fungsi sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian,
diantaranya: integritas dan profesionalitas; penegakan dan kep‘as'ti"an hukum;
administrasi dan kelembagaan; budaya birokrasi; serta globalisasi dan

transformasi digital.

3.1.1 INTEGRITAS DAN PROFESIONALITAS

Tuntutan terhadap pentingnya peningkatan dan penguatan integritas
dan profesionalitas aparatur birokrasi/aparatur sipil negara (ASN) merupakan
hal utama dan kunci suksesnya seorang aparatur birokrasi dalam
menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik
serta perekat dan pemersatu bangsa. Oleh karena itu harus didorong melalui
penguatan nilai-nilai integritas dan profesionilitas bagi aparatur birokrasi
Kemenko Marves sebagai bagian dari proses untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan bersih. Salah satu kesuksesan reformasi
birokrasi diukur oleh kualitas kinerja yang dihasilkan oleh birokrasi Kemenko
Marves. Disamping itu, birokrasi yang baik didasarkan pada perwujudan
perilaku aparatur birokrasi yang berintegritas dan profesional.

Sejarah berdirinya Kemenko Marves diawali dari peran pegawai yang
heterogen yang berasal dari berbagai K/L bahkan Pemeérintah Daerah yang
memiliki integritas yang tinggi untuk membangun, mensukseskan dan
melaksanakan tugas dan fungsi Kemenko Marves. Oleh kdrena itu, integritas
dan profesionalitas yang tinggi sangat dibutuhkan untuk membangun satu visi
dan misi serta tujuan yang sama dalam mewwujudkan budaya organisasi di

Kemenko Marves.

3.1.2 PENEGAKAN DAN KEPASTIAN HUKUM
Pendekatan koersif yaitu melalui penegakan hukum, sangat diperlukan
dalam Reformasi Birokrasi. Lemahnya penegakan hukum mengakibatkan

tidak berjalannya sistem reward dan punishment. Kemenko Marves periu
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untuk mendorong dan melaksanakan pemberian penghargaan bagi unit kerja
atau pegawal yang mampu melakukan perubahan dan inevasi ke arah yang
lebih baik bagi orgamisasi Kemenko Marves dan Kementerian/Lembaga di
bawah koordinasi Kemenko Marves. Demikian juga sebaliknya, perlu
punishment yang tegas bagi unit kerja atau yang tidak melaksanakan atau
bahkan abai dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Pemberian penghargaan
dan sanksi tersebut perlu dituangkan dalam bantuk regulasi atau kebijakan

yang jelas dan tegas sesuai peraturan perundangan.

3.1.3 ADMINISTRASI DAN KELEMBAGAAN

Aspek adminstrasi dan kelembagaan dapat. dilihat dalam beberapa
prinsip dasar, yaitu aspek struktur, proses, kepegawaian dan hubungan
antara Pemerintah dan masyarakat. Struktur yang dibentuk harus benar-
benar diyakini mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan
berdirinya organisasi serta tidak saling tumpang tindih antar struktur.
Disamping itu, struktur tersebut tentunya berorientasi mempermudah proses
pelayanan dalam rangka pelaksanaan tugas Kemenko Marves yaitu dalam
menjalankan fungsi sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan. Oleh
karéna itu, struktur tersebut tidak gemuk dan membuat potensi birokrasi
tidak dapat berkembang. Dalam rangka melaksanakan visi misi dan arahan
Presiden di bidang kemaritiman ‘dan investasi; Kemenko Marves terus
melakukan penataan struktur organisasi, dan pengisian SDM yang
berintegritas, profesional dan kompeten secara terbuka,. tentunya didasari
pada kebutuhan organisasi dan sesuai peraturan perundangan. Hal ini
dilakukan untuk ‘meningkatkan kinerja organisasi dan
menciptakan/menghadirkan ASN Kemenko Marves yang berintegritas,
kompeten dan profesional untuk mewujudkan birokrasi yang bersih,

akuntabel dan kapabel.

3.1.4 BUDAYA BIROKRASI

Budaya birokrasi merupakan seperangkat nilai dan sistem berdasarkan
pengalaman yang menginternalisasi. Stigma negatif sejak lama telah melekat
terhadap birokrasi dan. PNS, antara lain: lambat, berbelit-belit, sulit, mahal
dan lain sebagainya. Dalamm rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi,
Pemeérintah telah menetapkan 3 (tiga) sasaran Reformasi Birokrasi yaitu
birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan

publik yang prima. Untuk mendorong pencapaian 3 (tiga) sasaran tersebut,
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perlu adanya budaya birokrasi yang memiliki nilai-nilai budaya pesitif dalam
tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Kemenko Marves saat ini telah
memiliki nilai budaya kerja organisasi yaitu PATEN (Passion, Accountable,
Team Work, Effecient dan Effective, Networking) yang secara terprogram dan
berkala diinternalisasikan kepada seluruh pegawai, kemudian diaplikasikan
dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan. Nilai PATEN yang mencakup
Passion, Accountable, Team Work, Effecient dan Effective, Networking telah
mencakup modalitas dasar-dalam upaya mewujudkan birokrasi yang bersih,

akuntabel dan profesional.

3.1.5 GLOBALISASI DAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi rujukan bersama bagi
pemerintahan di seluruh dunia untuk menciptakan kondisi dunia yang lebih
baik dengan terwujudnmya 17 tujuan berkelanjutan pada tahun 2030.
Pengetahuan dasar yang memadai terhadap SDGs diharapkan dapat
membantu para ASN dalam memposisikan perannya di kancah global maupun
regio_nai. Selain itu, pada tataran global terdapat sejumiah isu yang menarik
perhatian negara-negara di seluruh dunia, antara lain berkaitan dengan.
pemanfaatan “Big Data”, pelayanan terintegrasi (integrated service), pelayanan
yang lebih mengakomodir keunikan individu masyarakat, dan pemanfaatan
artificial intelligence di ranah publik. Dalam era globalisasi, aparatur juga periu
mengembangkan kompetensi yang selaras dengan tuntutan zaman, sekaligus
tetap membumi dan memperhatikan kearifan lokal.
Kemenko Marves memiliki peran besar dalam keikutsertaan Indonesia di
kancah global, regional dan wilayah. Integrasi data dari setiap unit kerja
lingkup Kemenko Marves menjadi prioritas utama dalam rangka menunjang
tujuan “Big Data” (Integrasi Data). Setiap unit kerja saling berkolaborasi untuk
saling berbagi pakai (interoperabilitas) data dan informasi, sehingga
memudahkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang pada akhirnya akan
‘memberikan dampak positif terhadap pencapaian tujuan orgamnisasi.
3.1,6 REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Perkembangan “Revolusi Industri Tahap 47 (dikenal juga sebagai
Revolusi Industri 4.0} menciptakan dinamika dan sgjumlah tantangan baru
yang unik bagi pemerintahan di seluruh dunia, tidak terkecuali di Kemenko
Marves. Seirinig dengan perkembangan teknologi, maka cara kerja dan pola

hubungan/interaksi dengan stakeholder terkait dan masyarakat juga
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mengalami perubahan mendasar. Pemanfaatan teknologi mobile internet,
komputasi awan, kecerdasan buatan, maha data, dan Intemet of Things {IoT)
akan mendorong Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk
memberikan’ layanan- mandiri, layanan bergerak, dan layanan. cerdas yang
fleksibel dan tanpa batas bagi masyarakat. Pemerintah harus memberikan
ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk imenyampaikan aspirasi dan
mengkritisi area sektor publik yang selama ini terbatas menjadi ranah ekslusif
‘pemerintah. Pada saat yang bersamaan, pemerintah juga harus mampu
menyesuaikan diri derigan perkembangan zaman dan melakukan transformasi
digital untuk bertahan di era Revolusi Industri 4.0. Berbagai sistem telah
dibangun untuk meningkatkan kinerja Kemenko Marves; namun arus
perkembangan ilmu pengetahuan dalam sistem informasi menuntut Kemenko
Marves untuk terus melakukan terobosan dan inovasi dalam peningkatan
pelayanan dan kinerja secara internal dan kepada Kementerian/Lembaga di

bawah koordinasi Kemernko Marves.

3:2. Isu Strategis Reformasi Birokrasi

Isu strategis merupakan content (komten) yang berpengaruh signifikan
dalam proses Reformasi Birokrasi. Di Kemenko Marves, Isu strateg_is Reformasi
Birokrasi yang perlu direspon dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik, diantaranya penyederhanaan struktur dan
kelembagaan birokrasi, pemanfaatan téknolo_'gi dan 5 (lima) arahan utama

Presiden.

3.2.1 PENYEDERHANAAN STRUKTUR DAN KELEMBAGAAN BIROKRASI

Penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi (penye.derhanaan.
birokrasi) merupakan bagian dari penataan ‘dan penguatan organisasi di
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang dilakukan untuk mendapatkan.
profil kelembagaan pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran.
Untuk mencapai hél tersebut maka penyederhanaan struktur dan kelembagaan
birokrasi menjadi salah satu area perubahan dari reformasi birokrasi yang harus
dilaksanakan. Penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi merupakan
Langkah awal dalam transformasi kelembagaan pemerintah yang selanjutnya
diikuti derigan penetapan tatalaksana dari koordinasi lintas bidang menuju
terwujudnya Smart Institution.

Penyederhanaan birokrasi merupakan: tindak lanjut pidato Presiden pada

sidang paripurna MPR Rl pada tanggal 20. Oktober 2019. Penyederhanaan
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birokrasi tersebut dilakukan dengan menyederhanakan struktur birokrasi
menjadi dua level dan mengalihkan jabatan struktur dibawah dua level tersebut
menjadi jabatan fungsional. Penyederhanaan birokrasi tersebut sudah dimulai
'dengan. ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 teritang
Organisasi Kementerian Negara, yang salah satunya mengamanatkan agar

struktur organisasi kementerian mengutamakan kelompok jabatan fungsional.

3.2.2 TRANSFORMASI DIGITAL

Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada pelaksanaan tugas
dan fungsi pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi
digital. Tantangan global menuntut para eksekutif untuk cakap dan responsif
dalam menjalankan proses-proses pelayanan pemerintahan berbasis digital atau
elektronik. Isu ini menjadi. penting untuk direspon dalam merumuskan langkah
strategis untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia di tahun 2025. Dalam
hal ini, Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah harus melakukan.
transformasi digital melalui pelaksanaan tata kelola SPBE yang terpadu dalam
rangka mendukung transformasi proses bisnis pemerintahan untuk
mewujudkan layanan .mandiri, layanan bergerak dan layanan cerdas yang

fleksibel dan tanpa batas.

3.2.3 ARAHAN UTAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam
pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima
arahan tersebut. mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia,
Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan
Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Peran Réformasi Birokrasi untuk mewujudkan kelima arahan utama
presiden tentang pembangunan nasional di atas adalah memastikan setiap
program/kegiatan dilakukan dalam rangka mengakselerasi penc‘apaian kelima.
sasaran tersebut. Dalam hal pembangunan SDM, Reformasi Birokrasi perlu
mendorong setiap ASN agar memiliki keterampilan dan kompetensi spesifik yang
dapat membantu birokrasi menghadapi era digital dan industri 4.0. Dalam hal
pembangunan infrastruktur, Reformasi Birokrasi berperan untuk memastikan
penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, dan bebas dari segala
penyimpangan. Salah satu perwujudannya adalah dengan meningkatkan
pengawasan pada proyek-proyek srategis nasional. Dalam hal penyederhanaan

regulasi, Reformasi Birokrasi mengupayakan terbentuknya regulasi yang ideal di
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mana kuantitas regulasi perlu disederhanakan, namun tetap membawa dampak
yang lebih baik, salah satunya adalah dengan mempercepat penyusunan
Omnibus Law. Selain itu penyederhanaan regulasi perlu untuk dilakukan
seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam rangka menciptakan
kemudahan berusaha dan pembangunan ekonomi, serta meningkatkan
efektivitas berbagai program pemerintah yang memerlukan kolaborasi lintas

instansi.

Gambar 5.
Arahan Utama Presiden Republik Indonesia

I 1t 4 e P
W\’ﬁusuw.uvmwmﬁlmhnm-m.
Penama, (R Cipta L agangan Kena. Xedus, VU Pemberdayaan
UMIOM.

R4 C i i R percigtasn Losogan kerfa,
menangias prasadus dan Sicoksasi yang panjang. dan

1 4 2 ok s darl k. 'Y sm
menjadi davs sarg daktur dan los. de1n varg
S IRANSS CIRMAS! EKONOMS mempunya ﬂ:‘!‘"ﬁ-b!g’i b:d kmrrukirwaran bangss dem

kermukorns an bargsa, biroks asi fokus ke kesejaitsrasn
masyaralat.

(Sumber: Perpres 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2020-2024)

Dalam hal penyederhanaan birokrasi, Reformasi Birokrasi perlu dilakukan
dengan memangkas berbagai prosedur dan jenjang yang panjang dan berbelit.
Salah satunya dengan melakukan penyederhanaan struktur organisasi menjadi
lebih ramping dan efisien. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan untuk
menciptakan kemudahan berusaha serta menekan berbagai biaya yang
mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Dalam hal transformasi ekonomi,
Reformasi Birokrasi perlu mengarahkan Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah untuk memastikan setiap program dan kegiatannya dirancang untuk
sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan memangkas berbagai biaya birokrasi

yang menyebabkan efisiensi dan efektif.
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BAB IV
TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
KEMENKO MARVES

Peraturan Menteri PANRB nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map
Reormasi Birokrasi Tahun 2020-2024 menjadi salah satu pedoman bagi
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menyusun Road Map
setiap instansi. Dalam Peraturan Menteri PANRB tersebut disebutkan bahwa
untuk mencapai tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi secara nasional,
maka strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi nasional dilakukan dengan
menetapkan indikator dari tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi nasional.
Hal ini dilakukan agar keberhasilan capaian pelaksanan Reformasi Birokrasi
lebih terukur dan objektif. Penetapan indikator tujuan dan sasaran ini
dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal yang dapat

merepresentasikan sedekat mungkin profil birokrasi yang diinginkan.

Gambar 6.
Tujuan, Sasaran dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Sumber: Road Map Nasional 2020-2024

Pemerintahan yang dan

Indikator Impact
Indikator Outcome:

Birokrasi yang bersih dan Birokrasi yang kapabel Pelayanan publik yang prima
akuntabel
Indikator: Indikator: Indikator:
1. Indeks Perilaku Anti 1. Indeks Kelembagaan tndeks Pelayanan Publik
Korupsi 2. Indeks SPBE {Kebijakan Pelayanan,
2. Nilai SAKIP 3. indeks Profesionalitas ASN | Profesionalisme SDM, Sarana
3. Opini BPK Prasarana, Sistem informasi
pelayanan Publik, Konsultasi
dan Pengaduan, dan [novasi)

O - T I I R

4.1 Tujuan Reformasi Birokrasi Kemenko Marves 2020-2024
Tujuan Reformasi Birokrasi Kemenko Marves tahun 2020-2024 adalah
untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Kemenko Marves

Melalui Penerapan Inovasi dan Teknologi Informasi Terintegrasi.
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Pada pengumuman Kabinet Indonesia Maju tanggal 23 Oktober 2019,
Presiden Joko Widodo telah menyamipaikan tiga (3) arahan kepada Menteri
Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yaitu:

1. Melakukan terobosan-terobosan dalam rangka mewujudkan Indonesia
sebagai “Poros Maritim Dunia”;

2. Menangani hambatan-hambatan investasi; dan

3. Merealisasikan komitmen-komitmen investasi besar.

Selanjutnya Arahan Presiden Jokowi dipertegas dalam rapat terbatas (Ratas)
ke-1, .tah_ggal 23 Oktober 2019 terkait tugas Kemenko Marves dan yang harus
dilaksanakan di bidang kemaritiman dan investasi yaitu:

1. Investasi

a. Fokus penyigpan program-program terobosan untuk mengatasi Neraca

Perdagangan dan Defisit transaksi berjalan,

b. Pastikan pada peningkatan investasi terus dilakukan.

c. Iklim investasi harus kita bangun dan benahi.

2. Energi

a. Meningkatan produksi migas dalam negeri.

b. Implementasi dan kebijakan EBT juga harus dipercepat.
3. Infrastruktur dan Konektivitas

a. Penambahan trayek.

b. Peningkatan frekuensi.

c. Pengendalian monopoli terhadap pasokan barang (penciptaan harga

kompetitif).

d. Penurunan biaya logistik dan biaya transportasi.

4. Industri dan Maritim

a. Pengurangan pada barang-barang impor.

b. Tidak mengekspor bahan mentah.

c. Mengembangkan produk-produk: petrochemical dan membangun kawasan

petrochemical.
5. Pariwisata

a. Fokus dan konsentrasi p‘ad‘a‘ 5 lokasi daerah pariwisata, baik itu

infrastrukturnya, kalender event, perbaikan produk yang berbasiskan

ekonomi rakyat.

b. Target akhir tahun 2020, semua aspek yang mendukung sektor pariwisata

harus rampung/selesai, antara lain: Infrastruktur, pelabuhan, produk-

produk wisata dan kalender event serta kondisi lingkungan yang
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‘menunjukan-sebagai kawasan wisata.

Memperhatikan arahan Presiden tersebut diatas, dan dalam rangka
mewujudkan tata kelola pemetintahan yang baik di bidang kemaritiman dan.
investasi, maka arah Reformasi Birokrasi Kemenko Marves adalah untuk:

a. Mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri dalam
mengamankan dan mengelola potensi laut serta berperan aktif di forum
internasional;

b. Mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi berbasis kemaritiman
yang seimbang-dan dinamis;

c. Meningkatnya produktivitas dan kualitas lingkungan dan perairan
Indonesia;

d. Meningkatnya produksi barang dan.jasa serta nilai tambah sumberdaya
alam; dan

e. Menguatnya jati diri Indonesia sebagai bangsa bahari yang inovatif,

berkarakter dan berbudaya nusantara.

4.2. Sasaran Reformasi Birokrasi Kemenko Marves 2020-2024
Selanjutnya, untuk lebih mengonkritkan tujuan Reformasi Birokrasi
Kemenko Marves, maka sasaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenko
Marves tahun 2020-2024 diarahkan untuk:
1. Tersedianya ASN. Kemenko Marves yang kapabel;
2. Terwujudnya pengelolaan a@nggaran dan tata kelola kelembagaan yang
akuntabel; dan
3. Meningkatnya pelayanan Kemenko Marves berbasis pada Inovasi dan
Teknologi Informasi.

Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi Kemenko Marves merupakan
pengungkit utama untuk mewujudkan tujuan Reformasi Birokrasi di Kemenko
Marves.

Terdapat 4 ({empat) indikator sasaran yang akan menjadi ukuran
keberhasilan sasaran Reformasi Birokrasi Kemenko Marves 2020-2024. Di
bawah ini adalah rincian dart indikater sasaran Reformasi Birokrasi Kemenko

Marves 2020-2024 beserta baseline tahun 2019 dan target pada tahun 2024.
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Tabel. 15

Sasaran, Indikator dan Target Reformasi Birokrasi 2020-2024

ASN Kemenko Marves Indeks P-rofesionalitas ASN n.a 100%
yang Kapabel Kemenko Marves

Pengelolaan  Anggaran Tingkat Opini BPK WTP WTP
dan Tata Kelola Indeks RB Kemenko Marves 69.13 100%
Kelembagaan yang

Akuntabel

Pelayanan Kemenko Indeks SPBE  Kemenko 2.07 4.0
Marvés yang Berbasis. Marves

pada Inovasi dan Indeks. Pelayanan Publik n.a 100%
Teknologi Informasi Kemenko Marves

4.3. Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

4.3.1 Gambaran Singkat Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional

Dalam rangka memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Road Map
Reformasi Birokrasi Kemenke Marves 2020-2024,

strategi pelaksanaan

Reformasi Birokrasi Kemenke Marves harus ditetapkan sebaik. mungkin.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020, strategi

pelaksanaan dibagi ke dalam dua tingkatan pelaksanaan, yaitu:

I. 'Nasion_ai; Pada tingkat nasional, pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibagi

dalam tingkat pelaksanaan Makro dan Meso.

Instansional; Pada tingkat instansional, disebut juga tingkat pelaksanaan
mikro yang mencakup implementasi kebijakan/program Reformasi
Birokrasi pada masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah
Daerah. Kebijakan tersebut digariskan secara nasional melalui program
makro, program meso dan pelaksanaan program atauinovasi lainnya yang
masih. menjadi bagian dari upaya percepatan Reformasi Birokrasi di
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang selaras dengan

program Reformasi Birokrasi Nasional.

A. Program Makro

Pada level makro, program pelaksanaan RB fokus terhadap upaya dalam

menetapkan arah kebijakan nasional serta upaya untuk mengawal
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implementasi kebijakan tersebut agar berjalan sesuai dengan Road Map RB
2020-2024 dan memastikan agar pelaksanaan agenda RB berjalan
sebagaimana kerangka Road Map Nasional Berikut:
Gambar 7.
Kerangka waktu Road Map RB Nasional 2020-2024

Pelaksanaan,
Merumuskan dan pengawasan, sert.
menctaphkan kebijakan pembanguian
hagi K/ 1 Leading Sector berkelanjutan program
RE Tevel Makro. Mesa,
Mikro

Penyesuatan Road Map
RR Nasional dengan
Renstra L

Pelaksanaan, 'eliksanaan,
PENLIASIN, Serta pengawas.an, serta
pembangunan pembangunn
berkebimutan program berkelanjutan program
RB Yeved Atakra, Meso, RB level dMakro, Meso.
Mikio Mikvo

B. Program Meso

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level meso merupakan
pelaksanaan sasaran program yang merupakan uraian atau cascade down dari
3 (tiga) sasaran Reformasi Birokrasi Nasional (Peraturan Menteri PANRB
Nomor 25 Tahun 2020). Sesuai dengan RPJMN 2019-2024 dan Peraturan
Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020, terdapat 14 K/L yang menjadi leading
sector/instansi pengampu pencapaian pelaksanaan sasaran program dan
kegiatan/tema, antara lain: Kementerian PANRB, LAN, Kementerian Dalam
Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BPKP, Kementerian
Kominfo, Bappenas, Kementerian Keuangan, BKN, ANRI, Kementerian Hukum

dan HAM, Kantor Staf Presiden dan Kemenko Perekonomian.
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Program, indikator dan kegiatan pelaksanaan RB pada tingkat Mikro:

2. Penguatan nilai integritas;

. Pengembangan dan Penguatan peran

agen perubahan dan role model;

. Pengembangan budaya kerja dan cara

kerja yang adaptif dalam .menyongsong

revolusi industri 4.0;

Tabel 16.. |
Program, Indikator dan Kegiatani RB Tingkat Mikro.
Program/ Area Indikator Kegiatan Birekrasi yang | Birokrasi Pelayanan Publik
Perubahan Bersih yang yang Prima
dan Akuntabel Kapabel

Manajemen Indeks . Pengembangan dan_'P;cnguatan:_nilaiénﬂai_ﬁ | N4 | v I/
Perubahan Kepemimpinan untok meningkatkan komitmen dan i

Perubahan implementasi perubahan (reform); |
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Program/ Area
Perubahan

Indikator

Kegiatan

'Biroltasi yang
Bersih

dan Akuntabel

Birokrasi

yang
Kapabel

Pelayanan Publik
yang Prima

Penataan Per UU/
Deregulasi Kebijakan

Indeks Reformasi

Hukum

. Melakukan identifikasi dan pemetaan

regulasi lingkup Intansi Pemerintah

(menghilangkan overlapping peraturan);

2. Deregulasi aturan yang menghambat

birokrasi;

. Penguatan. Sistem Regulasi Nasional di

lingkup Intansi Pemerintah;

. Melakukan perencanaan kebijakan yang

meliputi agenda setting dan formulasi

kebijakan,

v

v

Indéks Kualitas
Kebijakan

Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan

yang telah disusun

Penataan
Organisasi/

Kelembagaan

Indeks

Kelembagaan

. Assessment organisasi berbasis kinerja;

. Restrukturisasi. (penyederhanaan)

kelembagaan Intansi Pemerintah

berdasarkan hasil assesment;

. Membentuk struktur organisasi yang

tepat fungsi.

jdih.maritim.go.id


https://jdih.maritim.go.id

-B4-

Program/ Area Indikator Kegiatan Birokrasi yang | Birokrasi Pelayanan Publik
Perubahan Bersih yvang. yang Prima
dan Akuntabel Kapabel
Penataan Tata Indeks SPBE 1. Penerapan Tata Kelola: SPBE;Penerapan V4 v v

Laksana

Manajemien SPBE;

2. Penerapan Layanan SPBE;

3. Mengintegrasikan pemanfaatan IT ddlam

tata kelola pemerintahan;

Indeks 1. Implementasi Manajemen Kearsipan
Pengawasari Modern dan Handal (dari manual ke
Kearsipan digital);

2. Melakukan pengelolaan arsip sesuai
aturan;
3. Mengimplementasikan digitalisasi. arsip;

Indeks Melakukan pengelolaan keuangan secara
Pengelolaan tepat dan sesuai aturan;

Keuanga'n.
Indeks Melakukan pengelolaan atas aset sesuai

‘Pengelolaan Aset

dengan kaidah dan aturan yang berlaku.

Indeks
Pemerintahan.

Daerah

1.

Penguatan implementasi keterbukaan

informasi publik;

. Pengembangan préses bisnis instansi

dan unit;
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Program/ Area Indikator" Kegiatan Birokrasi yang | Birokrasi Pelayanan Publik
Perubahan Bersih yang yang Prima.
dan Akuntabel Kapabel
3. Penyelarasan Proses bisnis dan SOP;
Sistem Manajemen Indeks 1. Menerapkan prinsip-prinsip manejemen Vv 7 v
SDM Profesionalitas ASN secara profesional;
ASN 2. Implementasi manajemen ASN berbasis
therit sistem;
3. Penetapan ukuran kinerja individu;
4. Monitoring dan evaluasi kinerja individu
secara berkala;
Indeks Merit 1. Penguatan implementasi Reward and
Sistem Punishment Berdasarkan hinerja;
2. Pengembangan kompetensi dan karir
ASN berdasarkan hasil/monitoring dan
evaluasi  kinezja dam  kebutuhan
organisasi;
3. Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN;
4. Pengembangan nilai-nilai untuk

menegakkan integritas ASN;
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Program/ Area
Perubahan

Indikator

Kegiatan

Birokrasi yang
Bersih
dan Akuntabel

Birokrasi
yang
Kapahel

Pelayanan Publik
yang Prima

Indeks Tata
Kelola
Manajemen ASN

1. Pengembangan implemeritasi

Manajemen Talenta (talent poolj;

2. Penguatan  database dan  sistem |

informasi kepegawaian unfuk

pengembangan karier dan talenta ASN;

Penguatan
Akuntabilitas

Nilai' SAKIP

. Melakukan perencanaan terintegrasi dan |

perencanaan yang lintas sektor

(collaborative and crosscutting);

. Penguatan keterlibatan pimpinan dan

seluruh  pénanggung _jawah- dalam
perencanaan kinerja, monitoring dan

evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja;

. Peningkatkan kualitas penyelarasan

kinerja unit kepada linerja organisasi

(goal and strategy cascade);

. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi

kinerja secara berkala;

Indeks

Perencanaan

. Pengembangan dan pengintegrasian

sistem informasi kinerja, perencanaan,

dan penganggaran;
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Program/ Area ‘Indikator Kegiatan Birokrasi yang | Birokrasi | Pelayanan Publik
Petubahan Bersih yang. yang Prima
dan Akuntabel ‘Kapahel
2. Penguatan implementasi value for money |
dalam rangka merealisasikan anggaran
berbasis kinerja;
Pengawasan Maturitas SPIP | Melakukan Penguatan implementasi SPIP'di v v v

seluruh bagian organisasi;

Kapabilitas APIP

1.
2.

Meningkatkan Kompetensi APIP;
Pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan

jumlah ideal aparatur pengawas);

Opini BPK.

®

Melakukan pengelolaan dan
akuntabilitas keuangan sesuai kaidah
dan aturan yang berlaku;
Pembangunan unit kerja Zona Integritas
Menuju WBK/WBBM;

Penguatan pengendalian gratifikasi;
Penguatan penanganan pengaduan dan
komplain;

Pelaksanaan pemantauan benturan

kepentingan;.

Manajemen

Resiko

Membuat Kebijakan Manajemen Risiko
(MR)
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Program/ Area Indikator Kegiatan Birokrasi yang | Birolerasi Pelayanan Publik
Perubahan Bersih yang yang Prima
darnt Akuntabel Kapabel
2. Menyusun Pedoman, Prosedur: dan
Manual MR
3. Membentuk Unit MR
Menentukan Pengelola risiko pada unit
satuan kerja
Indeks Tata Melakukan pengawasan atas pengelolaan v v 4
Kelola barang dan jasa agar sesuai dengan aturan;
Pengadaan
Barang dan Jasa
Indeks Pelayanan v v v

Pelayanan Publik

Publik.

1. Melakukan penguatan implementasi

kebijakan bidang pelayanan pu’blik
(Standar Pelayanamn, Maklumait
Pelayanan, SKM)

2. Pengembangan dan pengintegrasian

sistem informasi pelayanan publik dalam
rangka peningatan akses publik dalam

memperoleh informasi pelayanan;

3. Pengelolaan  pengaduan pelayanan

publik secara terpadu, tuntas dan

berkelanjutan dalam rangka
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Program/ Area
Perubahan

Indikator

Kegiatan

Birolarasi yang
Bersih
danr Akuntabel

Birokrasi
yang
Kapabel

Pélayanan Publik

yvang Prima

memberikan akses kepada publik dalam

mendapatkan pelayanan yang baik;

. Peningkatan pelayanan publik berbasis

elekwonik dalam rangka memberikan

pelayanan yang mudah, murah, cepat,

dan terjangkau.

. Penciptaan, pengembangan, dan

pelembagaan ‘inovasi pelayanan publik
dalam rangka percepatan peningkatan

kualitas pelayanan publik;

. Pengembangan sistem pelayanan dengan
mengintegrasikan  pelayanan  pusat,

daerah dan bisnis dalam mal Pelayanan

Publik;

. Pengukuran  kepuasan  masyarakat

secara berkala;

. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan pelayanan publik.

seécara berkala.
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Program/ Area Indikator Kegiatan Birokrasi yang | Birokrasi Pelayanan Publik
Perubahan Bersih yang yang Prima
dan Akuntabel Kapabel

Hasil Survei  |1. Mendorong K/L/D untuk melaksanakan
Kepuasan survei kepuasan masyarakat;

Masyarakat 2. Meningkatkan tindak lanjut dari Laporan

Hasil Survel Kepuasan Masyarakat.

4.3.2 Strategi dan Rencana Aksi RB Kemenko Marves
Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi Kemenko Marves Strate_gi sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi
secara nasional, maka strategi yang akan dilakukan yaitu dengan menjusun program dalam bentuk rencana aksi kegiatan yang

mendukung pelaksanaan dan tercapainya indikator program meso dan mikro.

1. Manajemeri Perubahan

Tabel 17.
Manajemen Perubahan
Sasaran _ Pelaksanaan
: _ ; Kriteria Ukuran :
Program Indeks Tema Kegiatan L ' Dampak
_— Kebetrhasilan Keberhasilan 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Céapaian
Indeks Peningkatan _ _ Keikutsertaan _ o
. | Terlaksananya Organisasi dan
Manajemen | Kepemimpi | implementasi. _ . _ seluruh unsur | _ _ i
' _ . Internalisasi RB Program RB hingga. o Tata Kelola | V \%) A\ \'% Vv
Perubahan narn Refermasi _ ‘organisasi
; Unit o Kemenko Marves
Perubahan | Birokrasi dalam o
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Sasaran ) _ Pelaksanaan
_ L ) Kriteria Ukuran . :
Program Indeks Tema Kegiatan _ Dampak- _ _ : s
' . Keberhasilan Keberhasilan 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Capaian . 28 . 02 .
melakukan yang Bersih dan
perubahan: Bebas:dari KKN
Jumiah Unit
Terlaksananya Kerja. ‘yang
: | Pembangungan . . '
Penguatan Nilai . ... . | pembangungan memperoleh
g . Zona Integritas di | ; 4 6 8 10 | 12
[ntegritas Unit : ' Zona Integritas di | indeks .75 untuk
uni
‘Unit WBK dan indeks
85 untuk WBBM
Peningkatan Persentase Meningkatnya
peran Role | Pembinaan dan | Terimplementasinya. | Kenaikan Kkinerja unit dan
Model (Change | Pendampingan rencana perubahan | Jumlah AoC di | organisasi N/A | 10%. | 10% | 10% | 10%
Leader dan Agen | Agen Perubahan AoC pada organisasi | Kemenko melalui.  inovasi
Perubahan) Marves dan kinerja AoC
identifikasi nilai- | . ; Terciptanya
_ . o Nilai Entropi Budaya | Terlaksananya
Pengembangan | nilai baru Budaya ; B . kolaborasi  serta
} . ' Kerja Organisasi | reviu Budaya . ; .
budaya kerja | Kerja sesuai ' v © " |'meningkatnya \Y - - \'A -
: . e Kemenko Marves | Kerja Kemenko )
yang-adaptif karakter _ E: loyalitas dan
ST ' Kategori Baik Marves '
organisasi kepuasan bekerja
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2. Deregulasi Kebijakan
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Tabel 18.
Deregulasi Kebijakan
Program Sasaran Tema Kegiatan Kriteria Ukuran Keberhasilan Dampak Pelaksanaan
Indeks Keberhasilan 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Capaian
Deregulasi Indeks Sinkronisasi Melakukaii Tetlaksananya Tersedianya data Terwujudnya V|V Vv \Y} Vv
Kebijakan Reformasi dan Pemetaan dan | pemetaan Per UU hasil pemetaan Peraturan sesuai
Hukum ‘Deregulasi Penyusunan yang-ada dan regulasi lingkup kebutuhan
atlir;_m. Prolég regulasi kebutuhan Per: Kemenko Marves organisasi-
Kemenko Marves UuU '
Deregulasi Terlaksananya Rancangan Per UU | tidak ada peraturan | V | V \ \Y Y
aturan yang sinkronisasi danr | Bidang Kemaritiman: Kemaritiman dan
menghambat koordinasi dan Investasi yang: [nvestasi yang
birokrasi penyusunan harmenis ' tumpang tindih
Peraturan di
Bidang Marves
Indeks Penguatan ‘Melakukan reviu Terlaksananya. Tersedianya Terciptanya sistem v Vv \Y Y \A
Kualitas Sistem atas kebijakan | Penyusunan Per | kebijakan/Peraturan | penyusunan Per UU
Kebijakan Regulasi di penyusunan UU yang mudah Menteri Marves: yang mudah
' Kemenko peraturan dan sistematis tentang pedoman
Marves internal di penyusunan Per UU
Kemenko Marves di Kemenko Marves
Kualitas Melakukan ‘Terlaksananya Tersediannya Kebijakan yang \Y \' Vv Vv Vv
Kebijakan perencanaaan koordinasi sejak | Kebijakan yang tepat mudah
Bidang kebijakan yang | dari perencanaan | sasaran dan mudah dilaksanakan dan
Kemaritiman | meliputi agenda penyusurnan diimplementasikan tidak tumpang
dan Investasi setting dan sampaj dengan tindih
formulasi evaluasi
kebijakan

jdih.maritim.go.id



https://jdih.maritim.go.id

-73-

) Melakukan | pemanfaatan Tersedinya vV |V V Vv \"
penilaian kebijakan Rekomendasi
manfaat, perbaikan kebijakan
kebijakan kepada
stakeholder
3. Penataan Organisasi/Kelembagaan
Tabel 19.
Penataan Organisasi/Kelembagaan
Sasaran _ Pelaksanaan
o = . v Kriteria Ukuran _ A
Program Indeks Tema Kegiatan i _ Dampak _ ; i3 3 L
. . Keberhasilan Keberhasilan. 2020 2021 2022 2023 2024
Capaian
G 5. : o Evaluasi
‘Evaluasi Peringlkat kemposit s }
. _ ) Kelembagaan \Y% - - V -
Kelembagaan organisasi '
Kemenko Marves
. Penguatan Naskal akademik
Penataan - L o Wy % e
_ o Indeks Organisasi : pembentukan Kelembagaan
Organisasi/ _ : Pengelompokan s
Kelembagaan Kemenko Struktur organisasi yang optimal
Kelembagaan _ urusan dalam . i '
Marves- : organisasi yang Kemenko Marves v - - \Y -
struktur _ ——
L tepat fungsi Permenko Marves
organisasi. S
téntang Organisasi
dan Tata Kerja
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4. Penataan Tata Laksana

Sasaran
Program Indeks Tema
Capaian
Penerapan
Sistem
Pemerintahan
Berbasis
Elektonik di
Kemenko
Marves
Penataan indeks SPBE
Tatalaksana

Kegiatan

Penyiapan Kebijakan
Tata Kelola SPBE

Kemenko Marves

Penyiapan kebijakan
layanan SPBE

Kemenko Marves

Penguatan
Kelembagaan, dan

Perencaniaan
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Tabel 20.
Penataan Tata Laksana

Kriteria

Keberhasilan

Tersediariya

kebijakan sebagai

dasar hukum

penerapan SPBE

Tersedianya
pedoman
penyelenggaraan
SPBE

Tersedianya
system
pendukung
penyelenggaran
SPBE

Ukuran

Keberhasilan

Dokumen
Kebijakan
{Master
PLAN) Sistem
pemerintaha
n berbasis

elektronik

Pedoman
SPBE

Terbentukny

kelembagaan
yang
didukung
perencanan
dan

anggaran

Dampak

kepastian dan
keberlanjutan
penerapan
SPBE

Implementasi
SPBE sesuai

standar

Pelaksanaan
2020 | 2021 ‘E 2023 2024
\Y% A% v v
A% \%) vV A\ Vv
v v \Y% \Y% A%
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Program

Sasaran i Pelaksanaan
) Kriteria Ukuran . :
Indeks Tema. Kegiatan oL ) Dampak _ -
. Keberhasilan Keberhasilan 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Capaian
Tingkat
Penerapan Teknologi layarian
_ . Terselenggaranya .
Informasi dan _ operasi \Y \Y A% \ \%
. o penerapan TIK _
Komunikasi teknologi
informasi
Terfasilitasinya .
Tingkat
Penguatan Layanan Jayanan ,
50 ) L kepuasan \% \% A \Y Vv
Internal dan Ekstemal | informasi lingkup )
. = layanan
internal
Keterbukaan Kemudahan Tersedianya Mendorong
o B Penguatan N '
Informasi Publik ) akses informasi transparansi ,
) implementasi : Vv \ \ Vv \'
di Kemenko ) mempeéroleh vang mudah dan
_ keterbukaan informasi - . . i
Marves mformasi diakses-dan | akuntabilitas
akuntabel
Melakukan pengelolaan _ Kemudahan
) L Terlaksananya ) _
arsip sesuai kaidah ) Tersedianya | menemukan
Indeks Pengelolaan Pemanfaatan _
. dan aturan sistem arsip,menghe
Pengawasan Kearsipan teknologi . ' \% A" \Y% v \Y
. . . aplikasi mat ruangan
Kearsipan Modern dan . . informasi dalam
Mengimplementasikan pengelolaan | dan
Handal ) pengelclaan .
digitalisasi arsip kearsipan mengurangi
kearsipan .
resiko
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Program

Sasaran _ Pelaksanaan
. Kriteria Ukuran _
Indeks Tema Kegiatan : . Dampak i | o . W "
o Keberhasilan Keberhasilan 2026 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Capaian
‘kehilangan
arsip
: T 8L Terlaksananya
Indeks Pengelolaan Melakukan pengelolaan
'. R _ ' ) pengelolaan ) _
Pengelolaan’ Keuangan dan | keuangan secara tepat - .. | Tersedianya v v v \Y% v
' ' ' . ' kéuangan sesuai & Peéngelolaan
Aset. Aset yang dan sesuai aturan C Japoran SA[ . .
keternituan keuangan dan
Handal _ ; dan BMN '
_ Melakukan pengelolaan aset yang
Indeks _ Pelaksanaan Kemenko -
-atas aset sesuai _ . . akuntabel _
Pengelolaan ) pengelolaan BMN Marves \% \% \% \Y \Y
L dengan kaidah dan : ;
Keuangan : . sesuai peraturan
aturan yang berlaku
Proses bisnis ,
Struktur
i s yvang mengatur _ .
Pengembangan proses s . _ organisasi
I o urusan yang Peta proses ) _
bisnis instansi dan . _ i sesuai dengan v \% A" Vv \%
. dilaksanakan dan Bisnis .
Prosedur Kerja unit kinerja yang
_ pengelompokan .
Organisasi diharapkan
. urusan
Kemenko :
Pelaksanaan.
Marves . .
SOP disusun pekerjaan
Penyelarasan Proses _ .
' berdasarkarn SOP terencana dan V A" V \% \%

bisnis dan SOP

proses bisnis

sesuai

harapan
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5. Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara,

Tabel 21.
Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara

-77-

Program ‘ Sasaran Indeks Tema Kosintan Kriteria Ukuran Dampek Pelaksanaan
e Capaian ' &, Keberhasilan Keberhasilan P 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
— : : = i Tersedianya
Penataan kebijakan _
Indeks dan Penviapan kebiiakan ‘Terlaksananya terkait Tata Kelola
. Penguatan yiapag ke ]_J' = | kekijakan pengelolaan Pemerintaha :
Profesionalitas i terkait Manajemen ASN . . R G v v \Y A% v
ASN SDM ASN di Kemenko Marves .pengelolaan ASN SDM dl
' Kemenko ' ' | secara professional Kemenko Kezrnénkf),
Marves | Marves menjadi
transparan,
o A : kuntabel
: o Implementasi Terlaksananya merit | Tersedianya akuntabe
Indeks Merit " . . dan
e manajemen ASN sistem secara ASN yang . . V|V \% \% \%
Sistem Vo . e . professignal
berbasis merit sistem berkelanjutan professional
Sistem _ T _ Tersedi
Manajemen | Indeks Tata Penetapan ukuran | ArEMaunan cratdlanyd i :
- e % e ar s indikator/ukuran Sasarakan VIV v \Y% \Y%
SDM ASN | Kelola kinerja individu L . : ;
o Manajemen. ASN : kinerja individu Kinerja Pegawai
Pembayaran Meningkatn |
Monitoring dan evaluasi Penilaian kinerja ’_I‘un_ja'ngan Iy.a ki.ne'xjé
kinerja individu secara dilakukan setiap Kinerja pegawai dan vV |V \Y \Y Y
berkala bulan Berdasarkan organisasi
Capaian Kinerja
Individu
g Tersusunnya emberian
and Punishment L, ousynnya  § pefatchian viviv]v |v
pedeman pemberian | penghargaan

Berdasarkan kinerja

jdih.maritim.go.id



https://jdih.maritim.go.id

Program

Sasaran Indeks
Capaian

Tema Kegiatan

Pengembangan
kompetensi dan karir
ASN berdasarkan hasil
monev kinerja dan
kebutuhan organisasi

Pengembangan nilai-
nilai untuk menegakkan
integritas ASN

Pemanfaatan dan
penguatan T dalam
manajemen ASN

-78-

Kriteria
Keberhasilan

penghargaan dan
hukuman

Tersusurinya
penilaian kebutuhan
diklat pegawai
berbasis kompelensi
sesuai kinerja yang
diharapkan

Terlaksananya
Budaya Kerja
Kemenke Marves

Tersedianya
Penyimpanan dan
penyajian data
pegawai secara
digital

Pengembangan
implementasi
Manajemen Talenta
(Talent pool)

Hasil assessment
pegawai yang selalu
Up to date

Ukuran
Keberhasilan

dan hukuman
kepada pegawai

Rencana
kebutuhan
Diklat sesuai
tugas dan
fungsi

Tersusunya
nilai-nila
Budaya kerja
Kemenko
Marves

Dampak

a. Sistem
Informasi
Kepegawaian
Berbasiskan
Aplikasi

b. sistem
informasi
kepegawaian
untuk
pengembarnga
n karir dan
talenta ASN

Assessment
pegawai
berkelanjutan

Kemudahan
penyimpana
n dan
pencaraian
data serta
pemetaan
kualitas
pegawai

Peningkatan
kompetensi
pegawai

2020

Vv
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6. Penguatan Akuntabilitas
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Tabel 22.
Penguatan Akuntabilitas
Sasaran Tema = . Pelaksanaan
: Kriteria Ukuran. :
Program. Indeks Kegiatan e : Dampak ,
. Keberhasilan Keberhasilan 2020 | 2021 |.2022 | 2023 | 2024
Capaian
Pengelolaan ‘Tersusunnya o , _
. B} Terlaksananya
Akuntabilitas' | Penyusunan rencana Tersusunnya Progam dan '
L ) X . . program
‘Kinerja kerja yang terintegrasi | Renstra'dan Kegiatan yang _
_ ) e pembangunan bidang
Kemenko dan lintas sektor Renja selaras dengan . Vv \% \4 v Vv
; o . kemaritiman dan
Marves {collaborative and Kementerian dan | renstra dan ) > o
‘ o investasi yang efektif
‘crosscutting) Unit'yang selaras | RPUMN ' )
dan efisien
L : o Keikutsertaan o L
Nilai SAKIP Pelibatan pimpinan L . Tecapainya kinerja
_ Pimpinan-dalam Meningkatnya 2 :
dalam pengelolaan o 2 . organisast dan unit \Y \Y v \ \
Penguatan _ 7 pengelolaan nilai SAKIP unit. .
SAKIP unit sesuai perencanaan
Akuntabilitas SAKIP '
Melakukan Pelaksanaan .
. . Tersusunnya Pemahaman pegawai
penyelarasan kinerja tugas dan fungsi T o .
L L. ' . - pohon kinerja terkait kinerjanya yang .
unit kepada kinerja sesuai-dengan : _ _ Pl \Y \'4 \4 \Y \Y
L o (moal and strategy berdampak terhadap
organisasi (goal and kinerja yang ) a
_ ' . cascading) organisasi
strategy cascade) ditetapkan
Indeks: Pelaksanaan | Terselenggaranya | Terimplemetasiny Tecapainya kinerja
Perencariaan mmonitaring dan kegiatan monev a‘rekoamendasi organisasi dan unit v Vv ¥ 7 v
evaluasi kinerja secara | kinerja secara perbaikan sesuai tujuan dan
berkala berkala layanan dan’ sasaran program
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‘Program

Sasaran-
Indeks

Capaian

Tema

kinerja;

unit

program prioritas

B Pelaksanaan
. Kriteria Ukuran
Kegiatan o i Dampak _
Keberhasilan Keberhasilan 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
kinerja atas hasil
monev:
Térsedianya
sistem informasi
Pengintegrasian.sistem | . . kinerja Marves ) o
. . Updating Sistem .. ) Data informasi Kinerja
informasi Kinerja, . terintegrasi ' L
Informasi Kinerja _ - vang up to date dan \% A% v \" v
perencanaan, dah _ dengan penilaian. ,
_ ; Kemenko Marves L real time
penganggaran lanerja;
pérencanaan dan
anggaran
Penguatan . Pemetaan
S p Penyusunan -
.implementasi value for ] .| stakeholder dan
o anggaran berbasis Penggunaan -anggaran-
Toney dalam rangka o penyebaran _
L pada kinerja yang tepat sasaran \Y \% \Y% A v
merealisasikan L s anggaran ' _ .
s ow ) organisasi-dan ) _ dan berhasil guna
-anggaran berbasis berdasarkan '
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7. Pengawasan

Program

Penguatan
Pengawasan

Sasaran
Indeks
Capaian

Maturitas
SPIP

Kapabilitas
APIP

Indeks Tata
Kelola
Pengadaan
Barang dan
Jasa

Opini BPK

Tema

Peningkatan
peran APIP
dalam
meningkatkan
Tata Kelola
Pemerintahan
yang baik

Kegiatan

Internalisasi
pemahaman
pegawai terhadap
SPIP

Pelaksanaan Diklat
peningkatan
kemampuan APIP

Pemenuhan Rasio
APIP

Melakukan
pengelolaan dan
akuntabilitas
keuangan sesuai
kaidah dan aturan
yang berlaku

Melakukan
pengawasan atas
pengadaan barang
dan jasa sesuai
aturan
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Tabel 23.

Pengawasan

Kriteria
Keberhasilan

Meningkatnya
pemahaman SPIP
kepada APIP dan
seluruh pegawai

Meninigkatnya
Kompetensi APIP

Pelaksanaan
asesmen dan
rekrutmen SDM
APIP
Penggunaan
anggaran dan
penerapan
kegiatan sesuai
dengan
perencanaan dan
ketentuan yang
berlaku
Terlaksananya
Pengadaan barang
dan jasa yang
sesuai ketentuan
yang herlaku

Ukuran Keberhasilan

Meningkatnya Maturitas
SPIP

Jumlah auditor yang
mengikuti diklat
kompetensi APIP

Jumilah SDM APIP sesuai

kebutuha organisasi

Rendahnya temuan
pemeriksa dalam
penggunaan anggaran

Penyimpangan dalam
pengadaan barangdan
jasa semakin kecil

Dampak

Keberhasilan
pelaksanaan
program dan
kegidatan unit

APIP yang
kompeten

Terlaksananya
pengawasan yang
efektif dan efisien

Administrasi
pemeiintahan yang
baik (Good
Governarce)

Pelaksanaan
2020 | 2021 | 2022 | 2023 ‘ 2024
v v v ‘ v
v v v \% v
v v At v
v v v v v
v v v v v
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Sasargn Tema Kriteria . Pelaksanaan
Program Indeks Kegiatan _ 4 Ukuran Keberhasilan Dampak - : S
Capai Keberhasilan ' 2020 | 2021 | 2022 {2023 | 2024
apaian g
Pembangunan unit Pendampingan _ o 5
.- dalam Jumlah penetapan unit
kerja Zona v .
Integritas Menuiu ;pembangunan kerja sebagai v v v v v
Brias yemu zona integritas di | WBK/WBBM pelayanan yang
WBK,/WBBM - . G
unit kerja baik dan bebas
) . . . dari-KKN
. Laporan Penerimaan gratifikasi arky
Pengendalian / . - : < .
ratifikasi Gratifikasi :oleh dan potensi gratifikasi v v v v v
g ' uUeG semakin mengecil
Terlakisan: o
penanganan er}r:t ooanyg Tersedianya laparan Perbaikan
S e _ monev terhadap . ; S z
pengaduan dan : tindak lanjut pengaduan | pelayanan kepada v v v v v
. pengaduan dan N . A ity
komplain . dan komplain stakeliolder/publik
komplain
Penyusunan e‘n erapar? : Tersusunnya Rencana Adininistrasi
. e manajemen risiko i . : . .
manajemen risiko ada seluruh unit Tindzk Pengendalian Pemerintahan yang v v v v v
unit P& e (RTP) baik (Good
508 Govermance|
Implementasi Te;]oe;li(:;:::ga Terimplementasinya
Kebijakan Whistie . Kebijakan Whistle - v v v v
Blowing System Kebijalan Whistie Blowing System
ng System Blowing System. g 2ystem
Terl gy
Pelaksanaan e.rla_lfsaln..anya Tidak terdapat benturan Keberhasilan
emantauan Sdsialisain dan kepentingan dan mampu ] :
S pemetaan potensi: 7 O pelaksanaan v v v v v
benturan benturan memitigasi risiko program dan
kepentingan Jcfbentingan benturan kepentingan kegiatan unit
Peningkatan Internalisasi Meningkatnya Tenshsinthia
Penguatan | Maturitas peran AFIP pemahaman pemahaman SPIP efen a azn v | v v v \
Pengawasan | SPIP dalam pegawai terhadap | kepada APIP dan | P 'eix dI;Iian it
meningkatkan SPIP seluruh pegawai e
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Program

Opini BPK

pengelolaan barang
dan jasa sesuai

barang dan jasa
yang sesuai:

Jjasa sesuai kebutuhan
'organisasi

Hagaran (L Kriteria Pelaksanaan
Indeks Kegiatan = bl Ukuran Keberhasilan Dampak 5l N N :
Capaia Keberhasilan - o S 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
apaian
Tata Kelola Pelaksanaan Diklat Menifickatmba Jumlah auditor yang R5IP van
Pemerintahan peningkatan o Y eop | mengikuti diklat o yeteﬁ viv | v v |V
yang baik ‘kemampuan APIP omp ' kompetensi APIP: mp
Kapabilitas
APIP Terlaksananya
- ; . dampi
Pemenuhan. Rasio Pglaksan_aap_ Jumlah APIP sesuat. pe_n amp =ean ;
APIP asesmen dan kebuhtha oreanisasi kepada seluruh Vv Vv \Y% v A%
' rekrutmen APIP FENSa unit kerja secara
efektif
Penggunaan
e | g
Yckla p'akgu tabilitas ie ;atai sesuai Rendahnye tempan
Pengadaan _ n o .. e pemeriksa dalam Administrasi Vv \% v \% \"
B dai keuaflgdn scsual | defigin enggunaan anggaran emerintahan yan
?_ra“g- an kaidah dan aturan | perencanaan dan penggu angs P g3 yang
Jasa : X : baik (Good
yang berlaku. ketentuan yang i
' o, : Governance)
berlaku pelayaunan yang
Melakulc: ;I;(_Eﬂakls?ﬁany a baik d_an'be_:'bas.'
€ an cngelolaan Tersedianya barang dan dari KKN

aturan ketentuan yang
berlaku
Pembangunan unit Pendampingan elayanan yang
' .g ; dalam, Jumlah penetapan unit Pe y .y. g
kerja Zona O P . ] baik dan bebas .
L v pembangunan kerja sebagai . \% Vv A% v \"
htegritas Monyju Zona.integritas di WBK/WBBM’ darb iy
WBK/WBBM ' s EGEIAS C1 - g B
: ' unit kerja
. Jumlah laporan Perbaikan
- Terlaksananya ey e i . . "
Pengendalian- TR gratifikasi dan potensi pelayanan kepada .
. sosialisasi 2 . L . > i \Y A" \% \Y% v
gratifikasi I gratifikasi semaldn stakeholder/
gratifikasi _ . g,
: mengecil. Publik

jdih.maritim.go.id


https://jdih.maritim.go.id

-84 -

Sasaran ‘Tema Kriteria _Pelaksanaan
Program Indeks Kegiatan : P Ukiuran Keberhasilan Dampak - r ‘
Capai Keberhasilan 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
apaian :
Terlaksananya " Administrasi
penanganan monev terhada Tersedianya laporan Pemerintahan yang \
pengaduan dan T P tindak lanjut péngaduan T Bl v A% \% \Y% vV
: pehgaduan dan = o baik (Geood:
komplain . . dan komplain
kaomplain Governance)
Penyusunan Terlaksananya Terst;il{zr:i);anrzr;can_a
manajemen risiko -penilaian dan _ ) & \Y v v \Y v
' . . . . mempertimbangkan:
unit manajemen.risiko .
risika terkeci
. . Terlaksananya o e o e .
Implementasi sosialisasi Terimplementasitiya Administrasi _
Kebijakan Whistle . Kebijakan Whistle Pemerintahan yan; \% \% \% \Y% \%
g S Kebijakan Whistle S i
Blowing System . . Blowing System baik (Good
q Blowing System ; .
il Governance)
Pelaksanaan ' .er‘a sana nya Tidak terdapat benturan
emantzauan sosialisasi dan kepentingan dan mamgu
P J pemetaan potensi PELARAD, cam, e \% \% v v \%
benturan : memitigasi risiko
kepentingan henfuran benturan kepentingan
: ) kepentingan S
8. Pelayanan Publik
Tabel 24.
Pelayanan Publik
Sasaran _ ‘Pelaksanaan
Program Indeks Tema Kegiatan Kegiatan Kriteria Keberhasilan Ukuran Keberhasilan Dampak -
Capali ' 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
paian
Pengelolaan. Penyusunan. Terlaksananya a  Tersusunnva Pelayanan
_ Indeks Pelayanan Publik Standar Pelayanan | penyusunan standar | 4 memiliki
Pelayanan , ot . . X, e Permenko Marves R iy
s Pelayanan berbasis eleketronik | Minimal dan pelayanan minimal jaminan dan v Ay - - -
Publik . =% . . _ tentang Standar :
Publik dan terintegrasi Maklumat dan maklumat Pelavanan perlindungan
Untuk Peningkatan | Pelayanan pelayanan unit- ayana hukum
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Sasaran
Program indeks
Capaian

Survey
Kepuasan
Masyarakat

Tema Kegiatan

Layanan dan Kinerja

Kegiatan

Pelaksanaan Survei
dan pengukuran
Kepuasan
Masyarakat/
Stakeholder secara
berkala

Melakukan
perbaikan sistem
pelayanan melalui
pencipataan inovasi
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Kriteria Keberhasilan

Terlaksananya
penilaian Kepuasan
stakeholder secara
berkala (Survei)

Terlaksananya
perbaikan sistem
pelayanan publik

Melakukan
pengintegrasian
dan pengembangan
sistem informasi
pelayanan publik

Melaksanakan
monitoring dan
evaluasi atas
pelaksanaan
kebijakan
pelayanan publik

Pengembangan Sistemn

informasi pelayanan
publikyang
terintegrasi

Terselenggaranya.
kegiatan monev atas
kebijakan pelayanan
publik

Ukuran Keberhasilan

b. Tersedianya
Maklumat
Pelayanan Unit

Meningkatnya indeks
kepuasan stakeholder
atas layarian dan
kinerja serta
Tersedianya laporan
hasil survey dan
rekomendasi
perbaikan serta
tindaklanjutnya
Tersedianya inovasi
layanan dalam rangka
perbaikan sistem
pelayanan
Penggunaan Sistem
informasi pelayanan
terpadu dalam
pemberian pelayanan

Tersedianya laporan
monev dan
tindaklanjut hasil
evaluasi

Pelaksanaan

Dampak
2020 2021 2022 2023 2024

Meningkatnya v v v v
kinerja
organisasi dan
pelayanan
nenjadi
semakin mudah
dan dapat
menjangkau
lebih banyak
stakeholder

Kepuasan
masyarakat dan
meningkatnya v A% v A" v
kinerja
organisasi
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Sasaran _ Pelaksanaan
Program Indeks Tema Kegiatan Kegiatan Kriteria Keberhasilan Ukuran Keberhasilan Dampak :
Capaijan ' ' 2020. | 2021 | 2022 | 2023 |2024
Melakukan Tersedianya kebijakan [ Sosialisasi
encelolaan penangangan | kebijakan/SOP Pelayanan
penbaclu.aﬁ' pengaduan pelayanan |‘penanganan. Penanganan.
pengac _ - pubtik di Kemenko pengaduan pelayanan | Pengaduan lebih :
'pelayanan publik- . P A _ ) _ Vv \% v v v
B Marves dan publik di. Kemenko cepat.dan
it 'daﬁ ’ pembentukan Tim Marves terkelola dengan
berkelanjutan pelayanan. pengaduan, baik
Al Pelayanan Publik
Penilaian stakeholder Kepercayaan
Melalkukan Terlaksananta terhasap masyarakat:
pengelolaan apini, pengelolaan opini kebijakan /layanan semakin: V. v \Y Vv A
publik publik Kemenkq Marves meningkat
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4.4 Quick Wins Kemenko Marves

Quick Wins adalah program prioritas Kementerian yang mengandung
unsur- Reformasi Birokrasi untuk dapat dilaksanakan dalam waktu 1 (satu)
tahun. Dalam arahannya, Kementerian PANRB ingin seluruh K/L dan Pemda
melaksanakan Quick Wins bersama (Mandatory) pada tahun 2020 yaitu
Penyederhanaan Birokrasi melalui pengalihan jabatan eselon III, eselon IV dan
eselon V mienjadi Jabatan Fungsional yang lebih menghargai keahlian dan
keterampilan dengan batas waktu pengus_ulannya kepada Kementerian PANRB
paling lambat akhir Juni 2020, sedangkan pelantikan dan pengangkatan ke
dalam Jabatan Fungsional paling lambat Desember 2020. Selain menetapkan
quick wins mandatory, setiap K/L harus menetapkan quick wins mandiri.
Untuk itu dalam S (lima) tahun ke depan, setiap tahunnya Kemenko Marves
akan menetapkan Quick Wins melalui Keputusan Menteri.

Tabel 25,

Quick Wins Kemenko Marves

“ Mandatory lPen_yederhan'aan b. Pengusulan Kepada

Birokrasi Menteri. PANRB: Paling
Lambat Juni 2020

c. Pelantikan/Pengangkatan:

Paling Lambat Desember

2020
Mandiri 1. Penyelesaian Isu di
'Bidan'g ‘Kemaritiman
dan Investasi
2. Penyelesaian 1 (satu) Tahun

Program/Kegiatan
terkait Dukungan

Manajerial

4.5 Manajemen RB Kemenko Marves

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi diperlukan manajemen
pelaksanaan RB agar pelaksanaan RB Kemenko Marves dapat dilaksanakan
dengan baik. Dalam evaluasinya, Menteri PANRB menyampaikan bahwa,

terdapat 2 jenis manajemen pelaksanaan RB, yaitu menggunakan organisasi:
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internal dan dengan tim Ad Hoc. Keduanya _mem‘iliki kekurangan dan
kelebi‘h’ann_-ya- masing-masing.

Kemenko Marves melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan

'pengorganisasiannya' berupa tim Ad Hoc dalam bentuk Kelompok Kerja {pokja)

delapan area perubahan. Pokja ini juga bertingkat pada Unit kerja dalam
bentuk Pokja Reformasi Birokrasi Pusat dan Unit. Selain itu, dalam
pembangunan Zona Integritas juga memiliki kelompok kerja pembangunan
zona integritas di unit kerja. Dalam pelaksanaan RB, terdapat pula peran agen
perubahan sebagai penggerak perubahan/role model agar pelaksanaan
Reformasi- Birokrasi ‘dapat ‘terinternalisasi dan terlaksana dengan cepat.
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan dalam bentuk Sosialisasi, Focus
Group Discussion, dan Workshop. Secara informal kegiatan Reformasi Birokrasi
dilaksanakan oleh para Agen Perubahan di unitnya masing-masing. Dalam
rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian tujuan dan sasaran

Reformasi Birokrasi di aktualisasikan dengan penyusunan rencana kerja pada

masing-masing area perubahan setiap tahunnya dan dilakukan monev oleh

Inspektorat dan dikoordinasikan oleh unit yang membidangi Reformasi

Birokrasi di Kemenko Marves.
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BAB YV
PENUTUP

Road Map Reformasi Birokrasi Kemenko Marves Tahun 2020-2024 menjadi
pedoman (guidance) untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemenko
Marves Periode 2020-2024. Road Map ini merupakan kelanjutan dari pelaksanaan
Road Map Reformasi Birokrasi Kemenko Bidang Kemaritiman Tahun 2015-2019.
Dalam proses penyusunannya, telah mengakomodir arahan dan masukan dari seluruh
unit kerja Eselon I lingkup Kemenko Marves, serta dukungan data dan informasi terkait
implementasi Reformasi Birokrasi tahun sebelumnya, menyelaraskan dengan Rencana
Strategis Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020-2024, dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25
Tahun 2020.

Reformasi bukanlah sebuah perjalanan terputus, namun suatu proses terus
menerus dan berkesinambungan dengan memperhatikan berbagai capaian yang telah
diperoleh dari pembenahan saat ini serta dengan melihat perspektif masa depan 5
(lima) tahun. Dalam pelaksanaannya, dokumen Road Map ini selalu dinamis dan
dapat disempurnakan kembali jika ada perubahan strategis untuk mencapai tujuan
Reformasi Birokrasi. Keberhasilan Reformasi Birokrasi ini memerlukan komitmen
tinggi, kesabaran, keteguhan, konsistensi dan tanggung jawab pimpinan serta seluruh
jajaran aparatur di lingkungan Kemenko Marves. Namun demikian, Reformasi
Birokrasi ini tidak akan optimal apabila tidak didukung para pemangku kepentingan
Kemenko Marves, baik aparatur pemerintah lainnya, masyarakat, maupun para pelaku
bisnis.

Demikian Road Map Reformasi Birokrasi Kemenko Marves 2020-2024 ini

disusun agar dapat menjadi instrumen dalam rangka percepatan pelaksanaan
Reformasi Birokrasi bagi semua aparatur di lingkungan Kemenko Marves untuk

mencapai sistem pengelolaan pemerintahan yang berkelas dunia.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN
INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LUHUT B. PANDJAITAN
Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,

Budi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002
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